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ABSTRAK 

Nama : Medi Iskandar Zulkarnain 
Program Studi : Magister llmu Hukum Konsentrasi Hukum Sistem Peradilan 

Pi dana 
Judul : Kebijakan Legislatif Mengenai Kriminalisasi Dalam Perundang

Undangan di Bidang Lingkungan Hidup 

Kebijakan legislatif tentang kriminalisasi dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 
1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dilakukan berdasarkan 
alasan/pertimbangan bahwa perbuatan pencemaranfperusakan Iingkungan hidup 
bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan. bertentangan dengan nilai-nilai 
pancasila dan UUD 1945 dan sebagai alat kebijakan pemerintah yang lrhususnya 
bertujtum untuk mengamankan dan mempertahankan kebijakan pembangunan 
berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hldup. Kepentingan hokum yang 
dHindungi dalam k:rirninalisasi ini adalah kepentingan pelestarian lingkungan 
hidup1 perlindungan terhadap kesehatan umum dan nyawa manusia. Melalui 
kriminalisasi di bidang lingkungan hidup ini, semua perbuatan yang menyebabkan 
atau dapat menyebabkan pencemaranl lingkungan hidup diancam dengan sanksi 
pidana, Nanum berdasarkan pertimbangan bahwa hukum lingkungan sebagian 
bc.sar · merupak:an ketentuan hukum admlnistrasi. hukum pidana/sankst pi dana 
dijadikan sebagai penunjang hukum administrasi dalam arti hukum pidana 
hendaknya didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sank:si 
admjnistrasi dan sanksi perdata, dan altematif penyelesaian sengk:eta lingkungan 
hid up tidak efek!if danfatau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat 
perbuatannya relatif besar dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan 
masyara.kat Kurangnya penjelasan mengenai bagaimana penerapan asas 
subsidiaritas dalam konteks penegakan hukum lingkungan, menyebabkan 
timbulnya berbagai silang pendapat tentang sanksi yang mana yang seharusnya 
diterapkan terlebih dahulu dalarn hal te!jadi pelanggaran terhadap ketentuan 
pi dana dalam Undang-Undang No. 23 Tahun !997. 

Kala Kunei : Kebijakan Legislatif, Kriminalisasi, Perundang-Undangan 

Lingkungan Hidup 
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ABSTRACT 

Name : Medi Iskandar Zulkarnain 
Programme Study: Law Magister 
Tittle : Legislative Policy About Criminalization in Environmental 

Act 

The legislative policy about criminalization in Law Statue No 23/1997 about 
environment conservation, applied based a reason every activity that could 
pollution and destroy enviromnent is not suitable with religion, Pancasila and 
UUD 1945 values and as media for government Policy~ especially fOr saving and 
defending development policy based on life environment orientation. Law 
tendencies that covered in this crimlnalization is for existence of envirorunental, 
protecting public health and human being. Trough criminalization in 
environmental, every activity that caused or potentially caused pollution of 
envirownental could be punishing by crime law. But according to perspective that 
almost of envirorunent law is administration law~ crime law could give 
contribution toward administration law, in a meaning that crime law must be 
enforcement in another legal subject. Such as administration sanction and 
reconciliation of environment conflict is ineffectively and level of crime activity 
and it could cause a horror of public. Less explanation about applied sob siderite 
aspect in legal enforcement context caused many miss understanding about 
sanct~on that should be applied firstly, in facing many criminalities as mentioned 
in Law Statue No 23/1997. 

Ke)'Vr'ord: Legislative Policy~ Criminalization, Environmental Act. 
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A. Latar Belakang 

BABI 
PENDAHULUAN 

Manusia hidup di dunia menentukan Iingkungannya atau ditentukan oleh 

lingkungannya. Perubahan lingkungan sangat ditentukan oleh sikap maupun 

perlindungan manusia pada lingkungannya. Alam yang secara fisik dapat 

dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mengupayakan kehidupan yang 

lebih baik dan sehat menjadi.tidak baik dan tidak sehat dan dapat pula sebaliknya, 

apabila pemanfaatannya tidak digunakan sesuai kemampuan serta tidak rnelihat 

situasinya.1 

Lingkungan dibentuk oleh kegiatan yang dilakukan oleh manusia, 

perubahan-p=bahannya dapat mempengaruhi hidup dan kehidupan baik secara 

langsung atau tidak langsung. Perubaban lingkungan tetjadi karena tidak 

seimbangnya lagi susunan organik atau kehidupan yang ada, akibatnyapun belum 

dapat dirasakan secarn langsung bagi kehidupan manusia atau kehidupan lainnya 

namun baru terasa setelahregenerasi.2 

Dalam beberapa ahad terakhir ini dapat dikernukakan adanya kasus-kasus 

pencemaran lingkungan di maneanegara. Misalnya, di lnggris pada abad ke-17 

yaitu adanya tuntutan oleh seorang pemilik tanah terhadap tetangganya yang 

mernbangun peternakan bahi sadernikian rupa sehingga baunya dibawa angin ke 

arah kebun si pemilik tanah. Kemudian da!am abad ke-18 dapat ditemukan 

peraturan-peraturan yang ditujakan kepada dikeluarkannya asap yang berlebihan, 

baik dalam perundang-undangan Inggris maupun Amerika. Dalarn Abad ke-19, 

deogan menghebatnya revoJu.-;i industri1 banyak peraturan perwldang-undangan 

yang dikeluarkan memuat ketentuan mengenai pengendalian asap serta gangguan

gangguan yang ditimbulkannya, mengenai pencemaran air~ dan terutama di 

1 P. Joko Subagyo, Hul.:um Lingkungon, Masaiah dan Penanggulangannya, Jakarta ; 
R.ineka Clpta,1999, hal.l. 

2 Ibid., haU6. 
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lnggris dengan adanya "gerakan sanitasi", Ielah dikeluarkan ketentuan-ketentuan 

mengenai pembuangan dari tinja dan sampah.3 

Sedangkan kasus-kasus penceniaran lingknngan hidup yang teljadi di 

Indonesia juga tidak sedikit, rliantaranya : 

1. Kah'US Pencemaran Teluk Buyat. 

Teluk Buyat, di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara adalah lokasi 

pembuangan limbah tailing (lumpur sisa penghancuran batu tambang) 

milik PT. Newmont Minahasa Raya (NMR). Sejak 1996, perosahaan asal 

Denver, AS ini membuang sebanyak 2.000 ton limbah tailing ke dasar 

perairan Teluk Buyat. Sejumlah ikan diternui meruiliki benjolan sernacam 

tumor dan mengandung cairan kental berwarna hitam dan lendir berwama 

kuning keemasan. Begitu pula pada manusia. Sejumlah penduduk Buyat 

memi!iki benjol-benjol di leher, payudara, betis, pergelangan, pantat dan 

kepala. Dari laporan-laporan penelitian, diternukan kesamaan pola 

penyebaran Arsen (As), An timon (Sb), dan Merkuri (Hg) dan Mangan 

(,Mn), dimana konsen1rasi tertinggi logam berbahaya tersebut ditemuka.n 

di sekitar lokasi pembuangan tailing Newmont. Hal ini mengindik:asikan 

bahwa pembuangan tailing Newrnont di Teluk Buyat merupakan sumber ,. 
pencemaran sejumlah !ogam berbahaya. Sejum!ah sampel ikan, dalarn 

beberapa laporan kajian1 ditemukan mengandung Arsen dan merkuri yang 

eukup tinggi.' 

2. Kasus Lumpur Panas Lapindo. 

Tanggal 28 Mei 2006, sekitar pukul22.00 terjadi kebocoran gas hldrogen 

sulfida (H2S} di arealladang eksplorasi gas Rig TMMJ # 01, lokasi Banjar 

Panji perusahaan PT. Lapindo Brantas (Lapindo) di Desa Ronokenongo, 

Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoaljo. Kebocoran gas tersebut berupa 

semburan asap putih dari rekahan tanah, membumbuog tinggi seldtar 10 

meter. Semburan gas tersebut disertai keluamya cairan lumpur dan 

meluber ke laban warga. Senahuran lumpur panas dl kabupaten Sidoaljo 

4 hup:/Jwww. wlbi.ru,id.lkampanyeltambang/buangl irnbah'tJ4Q72S penlitianpenclm:Y.DL Iii 
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sampai saat ini belum juga bisa teratasi. Semburan yang akhimya 

-membentuk lrubangan lumpur panas ini telah mernporak-porandakan 

sumber-sumber penghidupan warga setempat dan sekitamya. Kompas 

edisi Senin (19/6/06) melaporkan, tak kurang 10 pabrik barus tutup, 90 

hektru: sawah dan pemukiman penduduk tak bisa digunakan dan ditempati 

lagi, demikian juga dengan tombak-tambak bandeng, belum Jagi jalan tol 

Surabaya-Gempol yang hams ditutup karena sernua tergenang lumpur 

panas. Selain linglrungan fisik yang rusak, kesehatan warga seternpat juga 

terganggu. Lily Pudjiastuti, anggota tim ahli ITS yang membidangi 

penanganan linglrungan menyatakan bahwa lumpur panas di Sidorujo bisa 

menyebabkan infeksi saluran pemapasan dan iritasi kulit. Dia menjelaskan 

lumpur tersebut juga mengandung bahan k.,.sinogenik yang, bila 

menumpuk di tubnh, bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker. 

Selain itu, jika masuk ke tubuh anak secara berlebihan, bisa rnengurangi 

keeerdasan. Lily mengatakan, berdasman analisis sampel air di tiga 

lokasi berbeda, dari 10 kandungan fisika dan kimia yang dijadikan 

parameter, 9 di anta.ranya telah jauh melampaui baku mutu limba.h cair 

sesuai dengan surat keputusan Gubernur Jawa Tengah. Kandungan logam 

berat (Hg}, misalnya, ruencapai 2,565 mglliter Hg. Padahal baku mutunya 

hanya 0,002 mglliter Hg. 5 

3. Kasus Limbnh Tabu Sidorujo 

Perusahaan tahu dan petemakan babi milik terdakwa BGIOLG diduga 

membuang limbah pabrik tahu yang mengandung BOD 3095,4 mgll dan 

COD 12293 mgll serta limbah kotoran bahi yang mengandung BOD 462,3 

m!ifl dan COD 1802,9 mgll ke kali Surabaya sebagaimana basil 

pemarikaaan air yang dilakukan oleh BTKL Surabaya tanggal 20 Juli 1988 

No.261/Pem!BTKL.Pa!Vlll!988. Kandungan limbah tersehut melebihi 

ambang batas yang ditetapkan SK Gubemur Jawa Timur No.43 Tahun 

1978. Terdakwa Ielah membuat instalasi yang tidak sesuai dengan daya 

t...upung limbah, sehingga air limbah rueluber keluar dan mengalir ke kali 

Surabaya. Pembuangan air lirnbah ten;ebut menyebabkan menurunnya 
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kualitas air kali Surabaya dan menyebabkan air kekurangan okaigen yang 

berakibat matinya kehidupan dalam air serta sukar diolah menjadi air 

bersih untuk bahan balru PDAM.6 

Oleh karena itu penegakkan hukum lingkungan terhadap kasus-kasus 

pencemaran dan perusakan lingkungan sebagaimana yang telah disebutk:an di ata."i 

perlu dilalrukan sebagai upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup 

khususnya lingkungan hidup Indonesia. 

Lingkungan hidup Indonesia yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa 

kepada rakyat dan bangaa Indonesia merupakan karunia dan rebmat-Nya yang 

wajib dilestarikan dandikernbangkun kernampuannya, agar dapat menjadi sumber 

penonjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia, serta mahluk hidup lainuya 

demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.7 

Pembangunan berwawasan lingkungan hidup merupakan satu 

kebijaksanaan yang merupakan satu upaya sadar dan sengaja serta berencana 

dalam menggunakan dan mengelola sumber daya alam secara bijaksana~ untuk 

jangka panjang dalam pembangunan yang berkelanjutan guna meningkatkan mutu 

hid up.' 
Ide dasar yang melandasi pernbangunan dan perlindungan lingkungan 

diwujudkan dengan dasar Jrukum yaitu Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Bumi dan air 

dan kekayaan alarn yang terkandung di dalarnnya dikuasai oleb negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besar kernakmuran rakyat. Dengan demikian Pasal 33 

ayat (3) UUD 1945 memberikan hak penguasaan kepada negara atas seluruh 

sumber daya alam Indonesia dan memberikan kewajiban kepada negara untuk 

mengggunakannya bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

Usaha penyusunan rancangan undang-undang lingkungan hidup mulai 

lebih intensif dilakukan sejak Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan 

Lingkungan Hidup (MNPPLH) membentuk Kelompok Kerja Pembinaan Aparatur 

6 Indonesia Australia Spesialized Training Program- H Environmemai Law & 
Enfarcemem. In-Australia Training, lndtmesian Center Far Environmental Lmv (ICEL), 2002. 

7 PenjeJasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengeio1aan Ungkungan 
Hidup. 

s Hennien Hadiati Koeswadji, Hukum Pid(lfla Lingkungcm, Bandung : PT, Citra Aditya 
Bakti. 1993, haL23. 
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dalam Pengelolaan Sumber Alam dan Lingkungan Hidup pada Bulan Maret 1979, 

yang ditugasi menyusun konsep rancangan undang-undang tentang pengelolaan 

lingkungan hldup. Setelah mengalami penyempumaan, dalam Sidang Paripurna 

DPR RI pada tanggal 25 Febrnari 1982, RUU tersebut disetujui secara aklamasi 

dan dinamakan "Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 

Pengelolaan Lingkungan Hidup", dan pada tanggal II Maret 1982 disahkan 

menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1982, Lembaran Negara Tabun !982 

Nomor 12, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 3215. 

Kemudian seiring dengan semakin berkembangnya kesadaran dan 

kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan lingklmgan hldep, 

pokok materi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1982 perlu 

disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berke1anjutan yang 

berwawasan lingkungan hidup. Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tersebut 

selanjutnya disempumakan dengan Undang-Undang No. 23 Tabun 1997 tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Penjelasan UU No. 23 Tabun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup menyebutk:an secara eksplisit bahwa sebagai penunjang hukum 

administrasi, berlakunya ketentuan hukum pidana hendaknya didayagunakan 

apabila sanksi·bidang hukum Jain, seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata, 

dan altematif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan I atau 

akibat perbuatan relatif besar dan I atau pe.rbuatannya menimbu1kan keresahan 

masyarakat. Dengan dernilcian hukum pidana tidak dapat berfungsi secara optimal 

(premium remedium), karena hanya bersifat sebagai penunjang huklun 

adroinids~i. 

Kriminalisasi dalam Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang 

Lingkungan Hidup ternebut di atas dikarenakan adanya perubahan pandangan 

kr:iminologis terhadap perbuatan yang menjadi tingkah laku manusia, kbususnya 

perubaban sifat perbuatan, baik perbuatan-peibuatan yang dikualifikasikan 

sebagai tindak pidana dalam undang-undang rnaupun perbuatan-perbuatan yang 

dianggap burnk oleh -masyarakat. Kriminalisasi sendiri terbagi menjadi dua 

rnacarn yaitu kriminalisasi prirnair yang rnenyarakan sebagai delik perbuatan 
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dalam abstracto dan kriminalisasi sekunder yang memberi label penjabat pada 

orang dalam "concreto". 

Menurut Mardjono Reksodiputro, dalarn usaha kriminalisasi-primair 

(menyatakan sebagai delik perbuatan dalam abstracto) sebaiknya kita 

berpedoman pada tujuh asas yang dikemukakan de Roos (I 987), yaitu : 

a. Masuk akalnya kerugian yang digambarkan. 

b. Adanya toleransi yang didasarkan pada penghormatan alas kebebasan dan 

tanggungjawab individu. 

c. Apakah kepentingan yang dilanggar masih dapat dilindungi dengan cara lain 

(asas subsidiaritas). 

d. Ada keseimbangan antara kerugian, toleransi dan pidana yang diancamkan 

(asas proportianalitas). 

e. Apakah kita dapat merumuskan dengan balk, sahingga kepentingan hukwn 

yang akan dilindungi, tercermin dan jelas hubungannya dengan asas 

kesalahan - sendi utama hukum pidana. 

f. Kemungkinan penegakannya secara praktis dan efektif (serta darnpaknya 

pada prevensi umum).9 

Oleh karena itu perlu dilakukan pengkajian terhadap kriminalisasi, 

khususnya terhadap kehijakan legislatif mengenai kriminalisasi dalarn perundang

undangan di bidang Iingkungan hidup. Terhadap kriminalisasi tersebut juga perlu 

dilakukan knjian yaitu kepada siapa perlindungan yang akan diberikan serta 

kepentingan huknm apa yang perlu dilindungi. 

Dalarn rangkn melindungi suatu kepentingan hukum, pcmbuot undang

nndang dapat memfokuakan diri pada tindakan yang menyakiti (melanggar) 

kepentingan hukum ternebut tatkala ia merumuskan tindak pidana; ia juga dapat 

mernilih untuk menekankan unsur timbulnya keadaan bahaya. Dilihat dari sudut 

pandang sejarah, bentuk tindak pidana paling tua adalah delik menyakiti I 

merugikan, sernentara delik yang menimbulkan keadaan bahaya muncul 

belakangan. Memang hams ditambahknn bahwa perlindungan yang lebih efektif 

tercapai dengan cara yang terakhir. Narnun pernbuat undang-undang tetap harus 

berhati-hati mendayagunakan cara ini. Pada akhimya upaya mencegah semua 

9 http://www.kPwisihukum.go.idf.koJ!!!<.n.pbp?narna-Artikel&orletai! artikel&idp~23 
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bahaya atau ancaman bahaya terhadap kehidupan masyarakat melalui instrumen 

pidana dapat memunculkan beban yang sangat berat bagi warga, sehingga 

keberadaan resiko harus dipandang lebih menguntungkan.10 

B. Identiflkasi Masalah 

Sehubungan dengan peningkatan kerusakan lingkungan sebagai akibat 

ulah manusia, maka perlu upaya penanggulangannya dengan hukum pidana, untuk 

itu perlu adanya suatu kebijakan legislatif yang tepa! mengenai kriminalisasi 

terhadap perbuatan manusia yang menyebabkan kerusakan Hngkungan dengan 

berlandaskan kepada dasar_ pernbenaran yang merupakan a1asan-alasan 

fundamental yang digunakan oleh lernbaga legislatif dalam menetapkan 

kriminalisasi dan juga pertimbangan tentang kepentingan hukum apa yang bendak 

dilindungi melalui kriminalisasi tersehut. 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis memfokuskan penelitian tesis 1m 

kedalam tiga pertanyaan penelitian, yaitu : 

1. Bagaimanakah rumusan ketentuan pidana dalam Undang-Undang No.23 

Tahun 1997 terkait dengan alasan!pertimbangan dilakakannya 

kriminalisasi serta bentuk kepentingan hukum yang hendak dilindungi 

me!alui kriminalisasi yang terdapat dalam undang-undang tersebut ? 

2. Bagaimana pengaruh dianutnya asas subsidiaritas dalam Undang-Undang 

No. 23 Tahun 1997 teihadap pendayagunaan saaksi hukum pidana 

Hngkungan? 

3. Bagaimana sebaiknya penerapan as as subsidiaritas dalam bukum 

ingkungan? 

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan penelitian yang bendak dicapai oleh penulis dalam penelitian dengan judul 

"Kebijakan Legislatif Mengenai Kriminalisasi dalam Perundang-undangan di 

Bidang Lingkungan Hidup ini adalah: 

10 Remm:elink, Hukum Pidana. Kamentar atas Pasai~Pa.ml Terpenfing dan.' Kitab 
Undo.ng-Undang Hukum Pidana Be/anda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana Indonesia, Jakarta; PT. Gramedia Pustaka ! .. Ttama, 2003, hai.6J. 
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I. Mengkaji dan menjeloskan rumusan ketentuan pidana (pasal-pasal pidana) 

yang terdapat dalam Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang 

Lingkungan Hidup, untuk dapat mengetahui alasan dilakukannya 

k:riminalisasi serta untuk dapat mengetahui kepentingan hukum yang 

hendak dilindungi mela!ui kriminalisasi yang terdapat dalam Undang

Undang No.23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup. 

2. Menganalisa pengaruh asas subsidiaritas terhadap pendayaganaan sanksi 

hukum pidana lingkungan. 

3. Mengkaji bagaimana sebaiknya penerapan asas subsidiaritas dalam hukum 

lingkunganpada masa yang akan datang. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bennanfaat untuk membarikan 

pemikiran-pemikiran huku.m secara teoritis dalam memahami dan mengetahui 

rumusan kebijakan legislatif mengenai kriminalisasi dalam perundang-undangan 

di bidang lingkungan hidup yang te!ah ada pada saat ini serta diharapkan juga 

dapat membarikan sumbangan pamikiran dalam rangka pambaruan hukum di 

bidang lingkungan hidup. 

D. Kerangka Teorltls 

Upaya untuk merumuskan peraturan perundang~undangan pidana di 

bidang lingkungan yang lebih balk berarti membuat sualu rurnusan yang lebih 

baik tentang perbuatan apa yang dilarang, pertanggungjawaban pidana dan sanksi 

pidananya. Hal tersebut menimbulkan suatu keharusan adanya pengkajian yang 

mendalam terhadap masalah kriminalisasi. 

Krirninalisa.<i adalah perobahan nilai yang menyebakan sejumlah 

perbuatan yang tadinya merupakan perbuatan yang tidak tercela dan tidak dituntut 

pidana berubah menjadi perbuatan yang dipandang tercela dan perlu 

dipidana. 11 Penetapan suatu perbuatan yang semula tidak dilarang dan tidak 

dipidana menjadi perbuatan yang dilarang dan dipidana, memerlukan sejumlah 

dasar pembenar. Dasar pembenar itu merupakan alasan-alasan fundamental yang 

11 W, Friedman, Law in a Changlng Society. Edisi Kcdua, New York : Columbia 
University. Press, 1972, hal.79. 
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digunakan oleh lembaga legislatif dalam menetapkan kriminalisasi terhadap suatu 

perbuatan. 

Menurut Van Bemmelen, pangkal tolak untuk menyatalam suatu perbuatan 

sebl!gai kejahatan (perbuatan terla:rang) adalah karena perouatan itu bersifat 

merusak dan tidak susila. 12 Demiklan juga menurut Herbert L. Packer yang 

menyatakan "only conduct generally considered immoral ~hould be treated as 

crirnina/. 1
:3-

Akan tetapi tidaklah semua perbuatan yang bersifat immoral tersebut harus 

dinyatakan sebagai kejahatan yang diancam dengan pidana. Penetapan suatu 

perbuatan sebagai kejahal:lln dengan sanksi pidana haruslah terbatas kepada 

kelakuan-kelakuan tidak bermoral yang menurut masyarakat tergolong sangat 

penting atau yang berlawanan dengan pandangan masyarakat umum. 14 Selain 

alaaan bahwa perbuatan bersifat immoral, dasar pembenar kriminalisasi yang lain 

adalah karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang mendatangkan 

kerugian (material atau spiritual) atas warga masyarakat, 15 

Kriteria lainnya adalah karena perbuatan tersebut bertentangan dengan 

niiai-nilai sosial. Tujuan hukum pidana adalah melindungi nilai-nilai sosial yang 

hidup dan tumbuh di masyarakat. Bertentangan dengan nilai·nilai sosial bagi 

bangsa Indonesia berarti bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 

DasarNegaraRepublik Indonesia Tahun 1945. 

Dasar pembenar kriminalisasi selanjutnya yang dapat digunakan adalah 

karena perbuatan itu bertentangan dengan kebijalam pemerintah. Hal ini sejalan 

dengan peikembangan hukum pidana modem pada waktu belakangan yang 

menunjukkan adanya su~tu kecenderungan baru, yaitu penggunaan hukum pidana 

sebagai instrumen kebijalam pemerintah.16 

12 Van Bemmelen, Criminologie, Leerboek der Misdaatlkunde dalam Roeslan Saleh. Dari. 
Lembaran Kepus1akaan Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Gmltka, 1988, hal,8()..81. 

13 Herbert L. Packer, The Limits of Criminal Sanction, Stanford, California University 
Press, 1968, hal.262. 

14lbid., hal.264. 
- 15 Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Bandung : Sinar Baru, 1983, 

haL 44. 
~<> Roeslan Saleh, Mbjjakan Kriminhlisasi dan Dekn'minalisasi : Apa Yang Dibicarakan 

Svsiologi Hukum Dalam Pemboruan Hulrnm Fidana lndoru:sia, dlsampalkan dafam Seminar 
Kriminalisasi dan. Dekriminalisasi Dalam Pembaruan Hukwn Pidana lndcmesW, Fak.Hukum Ull, 
t5Juli 1993, hal.5. 
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Aliran pemikiran hukum pidana sebagai instrumen kebijakan pemerintah 

disebut Ordeningsstrafrechts. Menurut Ordenirlgsstrafrechts, kriteria suatu 

perbuatan sebagai tindak pidana tidak didasarkan pada pandangan masyarakat 

karena perbuatan tersebut rnerugikan masyarakat, tapi berdasarkan pertimbangan 

babwa perbuatan itu bertentangan dengan kebijakan pemerintah.17 

E. Kerangka Konseptual 

Pemanfaatan sumber daya alarn yang meningkat menyebabkan kerusakan

kerusakan lingkungan di darat, !aut, udara maupun di dalarn tanah. Kerusakan

kerusakan di darat berupa pencemaran oleh limbab industri di pennukaan tanah, 

kebakaran hutan yang disebabkan pembukaan laban dengan cara pembakaran, 

erosi di tepi sungai dan sebagainya. Kerusakan-kerusakan di !aut berupa rusaknya 

terumbu karang karena pemanfaatannya untuk bahan bangunan, penggunaan 

pukat harimau, kerusakan dasar !aut karena penggunaan bahan peledak dalam 

penangkapan ikan dan sebagainya. Sedangkan kerusakan di udarn berupa polusi 

udara yang diseba.bkan oleh asap kendaraan bermotor~ asap pabrik, asap akibat 

pembakaran hutan dan sebagainya. 

Sehubungan dengan semakin meluasnya kerusakan lingkungan yang 

diakibatkan oleh ulah manusia, maka perlu adanya upaya penanggulangan dengan 

menggunakan hukum pidana. Untuk itu diperlukan suatu rurnusan kebijakan 

legislatif yang tepat berupa kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan manusia 

yang menyebabkan kerusakan lingkungan. 

Sebagai sarana penanggulangan kejabatan, kebijakan !criminal dapat 

mengejawantah dalam berbagai bentuk. Bentuk pertama adalah bersifat represif 

yang menggunakan sarana penal yang sering disehnt sistem peradilan pidana 

(criminal justice system). Dalarn hal ini secara luas meliputi pula proses 

kriminaJisasi. Yang kedua berupa usaha-usaha prevention without punishment 

(tanpa menggunakan sarana penal) dan yang ketiga adalab mendayagunakan 

11 Rocslan Saleh. Beberapa Asas·Asas Hukum Pidana Dalam Persfeklif, Jakarta: Aksara 
Bam, 1981, hal.Sl. 
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usaha·usaha pembentukan opini masyarakat tentang kejahatan dan sosialisasi 

hukum melaiui mass media secara luas. 18 

Dengan demikianJ artinya kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan 

kriminal. Kebijakan kriminal (criminal policy) adalah us aha yang rasional dari 

masyarakat dalam menanggulangi kejahatan19 Kebijakan kriminal (strafrechtelijke 

be/eid) bukan sekedar merupakan "hasil perumusan" bersama, telapi adalah hasil 

(resulttmte) dari berbagai kowenangan dalam negara yang beke!ja bersama-sama 

dalam menanggulangi masalah kriminalitas20 

Pada prinsipnya, tujuan akbir dari kebijakan kriminal ialah pedindungan 

masyarakat untuk meilcapai tujuan utama kesejahteraan masyarakat. Demik:ian . - ' . ' ' . 
juga kebijakan kriminal di bidang hukum lingkungan bertujuan mencegah 

pencemaran I perusakan lingkungan dan memelihara daya dukung lingkungan dan 

sumber daya alam agar bermanfaat bagi peningkatan kes<;jah!enlan rakyat dari 

generasi :ke generasf. 

Hukum lingk:ungan modern menetapkan ketentuan dan norma-nonna guna 

mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan 

dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi untuk: menjamin kelestariannya. 

agar dapat sccara langsoog terus menerus digunakan oleh generasi sekarang 

maopun oleh generasi-gencrasi mcndatang. Sebaliknya hukum lingkUngan klasik 

menetapkan ketentuan dan norma-norma dengan tujuan terutama sekali untuk 

menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingk.ungan dengan 

berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin, 

dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.21 

11 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hulrum Pidana, BandW1g : Alumni, 
1992, ha!.S. 

19 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 19-81, haL38. 
:ro Mardjooo Reksodiput.ro, Hak asasi manusia da7am sisrem peradifan pidana, Kumpulan 

Karangan Buku Ketiga, Edi.si Keenatn, Jakarta : Pusat Pelaya.nan Keadilan dan Penngabdian 
Huk:um Universitas Indonesia, 2007, hal.93. 

21 I<oesnadl Hardjasoemanfri, Hukum Tala Lingkungan, Edisi keenant, Y~ : 
GarljallMada Uoiversily P=s, 1994, hal.30 
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F. Metodologl Penelitian 

Metode penelitian diperlukan guna mendapatkan data yang dipergunakan 

sebagai bahan pembahasan dan analisis untuk menjawab permasalahan yang 

terdapat dalam rurnusan masalah sehingga dapat dipercaya serta dapat 

dipertanggungjawabkan. Untuk kepentingan itulah maka metodologi penelitian 

yang digunakan adalah sebagai benknt: 

1. Metode Penelitian. 

Metode peneiitian ini adalah penclitian hukurn normatif dengan fokus 

penelitian teroatas pada penelitian kepustakaan, di mana bahan utama 

peneiitian berasal dari studi dokumen, peraturan perundang-undangan dan 

literatur. 

2. Jenisdansumberdata: 

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, berupa data yang diperoleh 

dari berbagai literatur mengenai masalah yang .sesuai dan berkaitan dengan 

materi penelitian, yaitu peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan 

bidup, buku-buku, basil penelitian, basil seminar dan jurnal ilmiah serta media 

massa yang memuat tentang kebijakan legislattf mengenai kriminalisasi dalam 

perundang-undangan di bidang lingknngan hidup. Selain itu, untuk 

melengkapi data sekunder tersebut juga dilakukan wawancara. 

3. Analisis data: 

Analisis data ditukukan secara lrualitatif dengan cara mendeskripsikan 

substansi yang terkandung dalam norma-norma huknm di bidang lingknngan 

hidup dan mengabstraksikan nilai-ni!ai yang terkandung dalam peraturan 

pernndang-undangan tersebut. 

G~ Sistematika Penulisan 

Penelitian ini terdiri atas empat bab penulisan yang konstruksi susunannya 

dimulai dari pendahuluan, tinjauan pustaka, analisis yuridis, dan ditutup dengan 

suatu kesimpulan. Berdasarkan konstruksi demikian maka rincian sisternatika 

penulisan ini adalah sebagai berikut : 
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Bab 1 merupakan pendahu1uan. Pada bah ini diuraikan Jatar belakang 

timbulnya perrnasalahan, kemudian identifikasi perma.salahan, selanjutnya tujuan 

penelitian dan kegunaan peneiitian (baik tcoritis maupun praktis}, kerangka 

teoritis, kerangka konseptual, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bah 2 terbagi atas dua sub bab yakni tinjauan terhadap kebijakan kriminal, 

kebijakan hukum pidana dan kebijakan kriminalisasi, sedangkan sub bah 

selanjutnya adalah kebijakan kriminalisasi dalam undang-undang no.23 tahun 

1997 yang akan menguraikan definisi lingkungan hidup, rumusan ketentuan 

pidana dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, dasar pembenar kriminalisasi 

dan kepentingan hukum yang hendak dilindungi mela1ui kriminalisasi di bidang 

lingkungan hidup serta asas subsidiaritas da1am Undang-Undang No. 23 Tahun 

1997. 

Bab 3 berupa analisis tantang pengaruh dianutnya asas snbsidiaritas dalarn 

Undang-Undang No. 23 Talmo 1997 terhadap pendayagunaan saaksi hukum 

pidana lingkungan. Bab in.i terbagi alas dua sub bab yakui pengaruh asas 

subsidiarltas terhadap pendayagunaan hukum pidana lingkungan dan penerapan 

asas subsidiaritas da1am hukum lingkungan di masa yang akan datang. 

Bah 4 merupakan penutup yang berisikan kesimpulan serta saran. 
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BABII 

KRIMINALISASI DI BIDANG LINGKUNGAN IIIDUP 

Suatu perbua!an a!au tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, 

apabila perouatan atau tindakan tersebut telab diatur torlebih dabulu dalam suatu 

perat:uran perundang~undangan. Perumusan suatu perbuatan sebagai perbuatan 

pidana dalam suatu undang-undang (dalarn tesis ini Undang-Undang No. 23 

Tabun !997) morupakan bentuk perwujudan dan kebijakan hukum pidanai 

kriminalisasi yang ditetapkan oleh badan !egislatif. Pernmusan torsebut tentunya 

sangat bergantung pada berbagai faktor yang dijadikan dasar pornbenar dan 

kepentingan hukum apa yang hendak dilindungi. Bab ini akan memberikan 

tinjauan umum mengenai kebijakan kriminal, kebijakan hukum pidana dan 

kriminalisasi serta u.ratan secara khusus mengenai kriminalisasi da1am Undang

Undang No. 23 Tabun 1997 berikut alasan/pertimbangan di!akukannya 

kriminalisasi di bidang lingkungan hidnp dan kepentingan hukum apa yang 

hendak dilindungi meJalui kriminalisasi tersebut. 

A. Kebljakan Krimlnal, Kebijakan Hukum Pidana dan Krimlnalisasi 

1. Kebljakan Krlminal 

Kebijakan legis!atif merupakan kebijakan (policy) dalam 

menetapkan dan rnerumuskan sesuatu dalam peraturan perundang

undangan. 22 Kebijakan !egislatif merupakan salah satu dari tahap 

konkretisasi atau fungsionalisasi/operasionalisasi hukum pidana di1ihat 

dari sudut kebijakan hukum pidana. 23 Kebijakan hukum pidana 

merupakan bagian dari kebijakan kriminal atau politik !criminal. 

12 Barda Nawawi Arief {a), Bunga Rampai KebiJakan Huf..11m Pidana, Bandung : PT. 
Citra Aditya Baldi. 1996, hal.245. 

13 Barda Navtawi Arief {b}, Beberapa Aspek Pengembangan llmu Hulrum Pidana dalam 
KumpulaJl Pidato Ptmgukuhrm Gum Besar Faklti.tas Hukum UNDJP Semarang, Semarnng : Badan 
Penetbit UN"DIP, 1995, J:la1.368. 

Universitas Indonesia Kebijakan Legislatif..., Medi Iskandar Zulkarnain, FH UI, 2009



15 

Kebijakan krimirull (criminal policy) adalah usaha yang rasional 

dari masyar<lkat dalam menanggulangi kejahatan." Kebijakan kriminal 

dapat pula diartikan sebagai pengorganisasian yang rasional mengenai 

reaksi yang rasional terhadap kejahatan. 25 Dalam pengertian kebijakan 

kriminal tersebut tereakup beberapa aspek yang menjadi objek kajian 

kebijakan kriminal, yaitu reaksi (respon) masyarakat terhadap kejahatan, 

pencegahan kejahatan, kebijakan menentukan perilaku manusia sebagai 

kejahatan (kriminalisasi)26 

Sebagai sarana penanggulangan kejahatan, kebijakan kriminal 

dapat mengejawantah dalam berbagai bentuk. Bentuk pariama adalah 

bersifat represif yang menggunakan sarana penal yang sering disebut 

sistern pcradilan pidana (criminal justice system). Dalam hal ini secara 

luas meUputi pula proses krirninalisasi. Yang kedua berupa usaha~usaha 

prevention wilhout punishment (tanpa menggunakan sarana penal) dan 

yang ketiga adalah mendayagunakan usaha-usaha pembentukan opini 

rnasyarakat tentang kejahatan dan sosialisasi huk:um melalui mass media 

secara luas. 27 

Kebijak:an kriminal sebagai suatu ilmu mengenai kebijakan 

merupakan bagian darl kebijakan yang lebih besar : kebijakan penegakan 

hukum (law enforcement policy) dan kebijakan pedindungan sosial 

(social defence policy).'-' Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala 

usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan 

sekaligus meneakup perlindungan masyarakat. J adi, di dalarn pengertian 

social policy sekaligus tercakup di dalarnnya social ~!fare dan social 

defence policy." 

Kcbijakan kriminal sebagai bagian dari kebijakan perlindungan 

sosial mempunyai tujuan tertcntu. Menurut Marc Ancel tujuan utama 

..::~ Sudarto (a), Hukum dan Hukum Pit/ana, Banrlung : Alumnt. 1931, hal.38. 
3 G. Peter Hoofnagels. 7'/te Other Side of Criminology, da1am Barda Nawawi Arief, 

Bunga Ramptti Kebi.falum Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996. hat2. 
i4lbid. haJ.57, 99, 100. 
1 Muladi dan Barda Nawawi Arief{a), Bung a Rampai Hul.:um Pidana, Baodung : Alumni, 

1992. hal.S 
"lt! Hocfuagels, Op. Cit,, ha1.56·57. 
29 Bania ~awawi Ariet:, Op. Cit., (a), bal.30. 
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dari politik !criminal ialah perlindungan masyarakat. 30 Perliudungan 

masyarakat diperlukan untuk menunjang pencapaian tujuan kebijakan 

sosial, yaitu masyarakat adil dan rnakmur. 

Tujuan kebijakan !criminal sebagai upaya perlindungan 

masyarakat merupakan sikap negara-negara anggota The United NatioiU! 

Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the 

Treatment of Offenders (UNAFEI) yang mengemukakan : 

Most of group members agreed some discussion that protection 
sociezy could be accept as the final goal of criminal policy, although 
not the ultimate aim of society, which might perhaps be described by 
terms like lwppines of citizens.31 

_ • 

Agar tujuan kebijakan !criminal unt:uk memberikan 

perlindungen terhadap masyarakat tercapai, perlu ada upaya 

penanggulangan kejahatan. Dengan dernikian, upaya penanggulangan 

kejahatan pada hakikatnya juga merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai 

kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu! kebijakan perencanaan untuk 

meningkatkan kesejahteraan sosial harus pula dibarengi dengan 

kebijakan perencanaan perlindungan sosiaL Malahan sebenamya di 

dalam menetapkan kebijakan sosial, yaitu usaha-usaha yang rasional 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarkat, di dalarnnya hams sudah 

tercakup juga lrebijakan mengenai perencanaan perlindungan masyarakat 

(social defence planning)." 

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan 

pendekatan integral, artinya ada keterpaduan antara faktor-fuktor yang 

terkait seoara langsung maupun lidak langsung terhadap fenomena 

kejahalan dan kebijakan penanggulangan kejahatan. Dengan pendekalan 

yang terpadu tersebut akan diperoleh efeklifitas dan efisiensi 

penanggulangan kejahatan. 

10 Arief: Op. Cu., haL 33·34 . 
.1-l Muladi dan BardaNawawi Arif(b), Teori-Teori dan Kebijakan Picklna, 13andung: Alumni, 1992. 

hal. 158. 
ll Muladi dan Bard a Nawawi Arif. Loc. Cit., (a), Ha1.8. 
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Ruang lingkup pendekatan integral dalam penanggnlangan 

kejahatan meliputi : 

a. Adanya keterpaduan antara politik !criminal dan politik sosial. 

b. Adanya keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan 

dengan penal dan non-penaL 

Disarnping kedua keterpaduan tersebut, penanggulangan 

kejahatan yang integratif mencikup pula :" 

a. Keterpaduan antara kebijakan pre emtif, kebijakan preventif, 

kebijakan refresif dan kebijakan kuratif. 

b. Ketrupaduan dan keteJjalinan antara kebijakan pencegahan dan 

penanggnlangan tindak pidana (criminal policy) dan kebijakan 

so sial (social policy). 

c, Keterpaduan dan keterjalinan kebijakan pencegahan dan 

penanggulangan tindak pidana melalui pendayagunaan sistem 

peradilan pidana dan non sistem peradilan pidana. 

d. Keterpaduan dan keterjalinan kebijakan poncegahan tindak pidana 

yang berorientasi pada pelaku kejahatan (offender oriented 

prevention) dan pencegahan yang berorientasi pada korban {victim 

oriented prevention). 

e. Keterpaduan dan keterjalinan antara pencegahan tindak pidana 

yang bersifat sosial edukatif (social and educative crime 

prevention), pencegahan tindak pidana situasional (situational 

crime prevention), pencegahan t:indak pidana yang 

mengikut."'ertakan masyarakat (community crime prevention) dan 

pencegahan tindak pidana menurut prosedur hukum (procedural 

crime prevention). 

f. Keterpaduan dan kete!jalinan kebijakan pencegahan dan 

penanggulangan tindak pidana melalui peningkatan sikap dan 

perilaku aparat penegak bukum dalam mewujudkan rasa keadilan 

:r; Departemen Kehakiman RI beke!jasama dengan Asosiasi Kriminolvgi Indonesia dan 
Fakul!as Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Kebfjalron Kriminal yang lntegratif Untuk 
Pencegaltan ..Jan Penanggulangan Tindak Pidana Perkotaan. 1993. haL 59-60. 
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rnasyarakat {pelak:u dan korban potensial) baik secara substantif 

dan prosedural. 

2. Kebijakan Hukum Pidana 

Kebijakan hukum pidana merupakan terjemahan langsung dari 

istilah penal policy, Adakaianya istitah penal policy ini ditCrjemahkan 

pula dengan politik hukum pidana. lstilah penal policy ini mempunyai 

pengertian yang sruna dengan istilah criminal law policy dan 

strafrechtspolitiek sehingga kedua istilah ini juga diterjemahkan dengan 

politik hukum pidana.atau kebijakan hukum pidana. 

Politik hukum mempunyai dua arti, yaitu : (1) usaha untuk 

mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan 

situosi yang ada pada suatu saat" dan (2) kebijakan dari negara melalui 

badan yang berwenang untuk menerapkan peraturan-peraturan yang 

dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan 

apa yang terkandung dalam masyarak:at dan untuk mencapai apa yang 

dicita-dtakan, J:'l Kedua arti politik hukum terse but mempunyai orientasi 

yang sama. yaitu pembuatan peraturan perundang-undangan yang harus 

sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada dan juga hams sesuai dengan 

nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta dapat mendukung 

tercapainya cita-cita masyarakat tersebut. 

Ditinjau dari sudut politik hukum ini, pelaksanaan kebijakan 

hukum pidana berarti pengadaan pernilihan untuk mencapai hasil 

perundangan pidana yang paling baik daiam arti memenuhi syarat 

keadilan dan daya guna 36 Disamping itu, melaksanakan kebijakan 

hukum pidana dapat pula berarti usaha mewujudkan peraturan 

perundang-Wldangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi 

pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.37 Jadi, tujuan 

J4 Sudar1o, Op, CiJ., (a}, hal. 159. 
Js Sudarto (b), Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakal, Banduog : SUlar Barn, 

1983. hnL20. 
"Suda.rto,lbid., (b), hat 161. 
17 Sudnrto_ Op. Cit., {b), hal93 dan 109. 
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yang hendak dicapai dengan kebijakan hukum pidana adalah pembuatan 

peraturan perundang-undangan pidana yang baik. 

Disamping untuk roembuat dan merumuskan peraturan 

perundang-undangan pidana yang baik, kebijakan hukum pidana juga 

bertujuan memberi pedoman tidak hanya kepada pemhuat undang

undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang 

dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan 

pengadilan.38 

Usaha dan Kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana 

yang balk pada hak:ikatnya tidak dapat. dilepaskan dari tujuan 

penanggulangan kejahatan. Jadi, kebijakan atau politik hakum pidana 

juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, 

dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan hakum pidana identik 

dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hakum 

pidana.39 

Ditinjau dari pernpektif politik kriminal, hakum pidana 

merupakan salah satu sarana penanggulangan kejahatan (sarana penal) 

disamping penanggulangan kejahatan dengan sarana nonpenal. Dalam 

hal ini, Soedarto mengemukakan sebagai berikut: 

apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam waha 
mengatasi segi~segi negatif dari perkembangan masyarakat I 
modernisasi, maka hendakuya dilihat dalam hubungan 
keselnruhan politik kriminal atau social defence planning, dan 
inipun harus merupakan bagian integral dari rencana 
pembangunan nasional:~a 

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hnkum pidana pada 

hak:ikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hakum, 

khuswnya penegakan hakum pidana. Oleh karena itu, sering pula 

dikatakan bahwa politik atau kebijakan hakum pidana merupakan bagian 

pula dari kebijakan penegakan hakum (law enforcement policy)." 

lS Mare Ancel dalam Bania Nav;.<~wi Arief Op. Cit., {a), baL 29. 
Y.l Arict: Op. Cir., .hal..29. · 
.m Soedarto (e), Kapil a Selekta Hukum Pidana. hal.95. 
41 Ariel:: Loc. Cit. 
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Ada dua masalah sentral yang menjadi pusat perhatian kebijakan 

hukum pidana, yaitu, pertama perbuatan ape yang seharusnya dijadikan 

tindak pidana dan kedua sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau 

dikenakan kepada si pelanggar. 42 Penganalisisan terhadap masalah

masalah tersebut tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara 

kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan 

nasional. Ini berarti pemecahan masalah~masalah di atas harus pula 

diarahkan untuk meneapai tujuan-tujuan tertentu dari knbijakan sosial 

politik yang telah ditetapkan." 

3. Kr1minalisasi 

a~ Dcfmisi Kriminalisasi 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kriminalisasi 

adalah proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak 

dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan 

sebagai peristiwa pi dana oteh masyarakat. 44 

Kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa 

mengenai perbuatan-perbuatan ter:tentu yang oleh masyarakat atau 

golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang 

dapat dipidana menjadi perbuatan pidana. 45 atau proses penetapan 

suatu peJ:"buatan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam 

dengan pi dana bail barangsiapa yang melanggar larangan tersebut." 

KriminaHsasi dapat pula diartikan sebagai proses penetapan 

suatu perouatan orang sebagai perbuatan yang dapet dipidana. Proses 

ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang di mlll'lll. perbuatan 

itu diancam dengan suam sanksi berupa pidana. 47 Disamping itu. 

4 ~ Ibid., hal.35 
"3 Arief. Ibid., haJ.35. 
44 Dcpartemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar .Bahasa Indonesia, F..disi K.etiga, 

Jakarta: BalaiPustaka, 200S,haL 600. 
45 Soerjono Soekanto, Kriminologi- Suatu Pengantar. Cetakan Pertama, Jakarta : Ghalia 

Indonesia, 198 I, haL 62. 
46 Suwondo, Himpunan Kilrya Tentang Hulmm Pidana, Yogyak.arta :Liberty. J982, hal. 

6!. 
•
1 Sudarto, Op. Cit., (a), bal. 31. 
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pengertian kriminalisasi dapat pula dilihat dari perspektif nilai. 

Dalam hal ini yang dimaksudk:an dengan kriminalisasi adalah 

perubahan nilai yang menyebabkan sejumlah perbuatan yang tadinya 

merupakan perbuatan yang tidak tercela dan dituntut pidana, berubah 

menjadi perbuatan yang dipandang tercel a dan perlu dipidana. 48 

Pengertian kriminalisasi yang digunakan dalarn tesis ini 

adalah kebijakan negara dalam menetapkan suatu perbuatan yang 

sebelumnya bukan perbuatan terlarang dan tidak dipidana menjadi 

perbuatan terlarang dan dapat dipidana. Dengan berpedoman kepada 

pengertian kriminalisasi ini, maka masalah yang akan dikaji da1am . . 

kebijakan kriminalisasi ini meliputi dasar pembenaran kriminalisasi~ 

kepentingan hukum yang melekat dalam kriminalisasi dan penganah 

asas subsidiaritas terhadap pendayagunaan hukum pidana lingkungan. 

b. Kriteria Umwn Kriminalisasi 

Pada beberapa dekade terakhlr ini, masalah kriminalisasi 

makin mendapat perhatian dalam pembuatan peraturan perundang~ 

undangan. Hampir di setiap peraturan perundang-undangan terdapat 

satu atau beberapa pasal mengenai ketentuan pidana. Fokus perhatian 

terhadap masalah kriminalisasi diwujudkan dengan mempertanyakan 

kembali kebijakan kriminalisasi yaitu apa yang menjadi dasar 

pernbenaran kriminalisasi dan kepentingan hukum apa yang hendak 

dilindungi melalui kriminalisasi. 

Mengenai kriteria kriminalisasi dan dekrirninalisasi, 

Bassiouni mengernukakan bahwa keputusan untuk melakukan 

kriminalisasi dan dekriminalisasi horus didasarkan pada falctor-falctor 

kebijakan tertentu yang mernpertibangkan macam-macam falctor 

termasuk :49 

48 Friedman, Law in Changing Society. l"d Edition, New York : Columbia University 
Press, 1972. Dikutip dari Effendi, Andi Zainal Abidin Farid dan Benny C. Manaroinsang, Op. Cit .• 
hal.6S. 

49 M. Cberif Bassiouni, Substantive Criminal Law, 1978, hal. 82. Dil."Utip dari Barda 
Nawawi Arief, Bunga Rampai Keb(/akan Hul..-um Pidana; Bandung: Citra aditya, 1996. 
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L Keseimbangan sarana yang digunakan da!arn 

hubungunnya dengan hasi!-hasil yang ingin dicapai. 

2. Analisis biaya terhadap hasil-hasi! yang dipero!eh da!arn 

hubungannya dengan tujuan-tujuan yang ingin dicari. 

3. Penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu 

dalam kl!itannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalarn 

pengalokasian sumber--sumber tenaga manusia. 

4. Pengaroh sosial kriminalisasi dan dekriminalisasi yang 

berkenaan dengan atau dipandang dari pengaroh

pengaruh yang sekunder. 

Pandangan lain mengenai kriteria kriminatisasi dan 

dekriminalisasi dikemukakan oleh Soedarto yang mengungkapkan 

bahwa dalam menghadapi masalah kriminalisasi, harus diperhatikan 

hal-hal yangpada intinya sebagai berikut"' 

1. Penggunaan hukum pidana harus mempernatikl!n tujuan 

pembangunan nasional, yaitu mewujndkan masyarakat 

adil makmur yang merata materiel dan spiritual 

berdasarkan pancasila. Sehubungan dengan ini 

(penggunaan) hakum pidana bertujuan untuk 

menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengugeran 

terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri demi 

kesejahteraan dan pengayoman masyarakat. 

2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau 

ditanggulangi dengan hakum pidana harus merupakan 

perbnatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang 

mendatangkan kerugian (materiel atau spiritual) atas 

warga masyanlkat. 

3. Penggunaan hukum pidana barus pula mernperhitungkan 

prinsip biaya dan basil (cost benefit principle). 

4. Penggunaan hukum pidana hanu; pula memperhatikan 

kapasitas atau kemarnpuan daya kerja dari badan-badan 

50 Sudarto, Op.Cit., (a), hal. 44-4!t 
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penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan 

beban tugas (overbelasting). 

Kriteria kriminalisasi yang dikemukakan Soedarto di atas 

mempunyat persamaan dengan kriteria kriminalisasi dan 

dekriminalisasi basil rumusan (kesimpulan) Simposium Pembaruan 

Hukurn Pidana (1976) yang menyebutkan beberapa kriteria umum 

sebagai berikut. 51 

1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh 

masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, 

mendatangkan korban atau dapat mendatangk~ korban? 

2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan 

hasilnya yang akan dicapai, artinya cost pembuatan 

undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta 

beban yang dipikul oleh korban, dan pelaku kejahatan itu 

sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang 

akan dicapai? 

3. Apakah akan makin menambah be ban aparat penegak 

hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat 

diemban oleh kemampuan yang diroilikinya? 

4. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau 

menghalangi cita-cita bangsa Indonesia sehingga 

merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat? 

Hullsman mengajukan beberapa kriteria absolut yang perlu 

diperhatikan dalam proses kriminalisasi, yaitu sebagai berikut. 

1. Kriminalisasi seharusnya tidak ditetapkan semata-mata 

atas keinginan untuk memaksakan suatu sikap moral 

tertentu terhadap suatu bentuk perilaku tertentu .. 

2. Alasan utama untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai 

tindak pidana seharusnya tidak pemah didirikan suatu 

kerangka untuk perlindungan atau perlakuan terhadap 

51 Arief, Op. Cit.,bal.38-40. 
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seorang pe!aku kejahatan potensial dalam kepentingannya 

sendJri. 

3. Kriminalisasi tidak boleh berakibat melebihi kemampuan 

perlengkapan peradilan pidana. 

4. Kriminalisasi seharusnya tidak boleh dipergunakan 

sebagai suatu tabir sekedar perneeahan yang nyata 

terhadap suatu masalah." 

Adapun mcnurut Moeljatno ada tiga kriteria kriminalisasi dan 

dekriminalisasi dalam proses pembaruan hukum pidana. Pertama, 

. penetapan suatu_ perb~tan sebagai perbuatan terlaraner {perbuatan 

pidana) harus sesuai dengan perasaan hukum yang hidup dalam 

masyarakat Kedua, apakah ancaman pidana dan penjatuhan pidana 

itu adalah jalan yang utama untuk mencegah dilanggamyalarangan

larangan tersebut. Dan ketiga, apakah pemerintah dengan melewati 

alat-alat negara yang bersangkatan, betul-betul mampu untuk benar

benar melaksanakan ancaman pidana kalau ternyata ada yang 

meJanggar larangan. SJ 

Berdasarkan kriteria-kriteria kriminalisasi tersebut, dapat 

diketahui bahwa penetapan kriminalisasi harus · mempertimbangkan 

banyak hal dan berkaitan dengan banyak aspek. Dengan demikian, 

jika diinventarisir, ada sembilan aspek yang perlu dipertimbangkan 

dalarn kriminalisasi, yaitu sebagai berikut : 

L Perbuatan yang akan dikriminalisasi adalah perbuatan 

yang tidak disukai, perbuatan yang dibenci dan perbuatan 

tercela dalam ma.'!j'arakat yang bersangkatan. 

2. Penetapan kriminalisasi harus mernpertimbangkan 

kemampuan sumber daya manusia, khususnya 

kemampuan SDM penegak hukum yang menjalankan 

sistem peradilan pidana. 

3. Dalam melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi harus 

didasarkan kalkulasi biaya dan hasil yang akan dicapai. 

52 Soedarto, Op. Cit, (a). hal.l75. 
n ~ioeljalno, Azas-Azas Hukum Pidana, Jakarta ; PT. Bina Cipta, 1986, haJ.S. 
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4. Penetapan suatu perbuatan sebagai peibuatan pidana 

harus sesuai dengan perasaan hukum yang hidup dalam 

masyarakat. 

5. Upaya kriminalisasi dan dekriminahsasi harus sesuai 

dengan fungsi hukwn pidana sebagai senjata pamungkas 

(ultimum remedium) dalam penanggulangan kejahatan. 

6. Kriminalisasi dan dekriminalisasi harus menunjang 

pencapaian cita-cita masyarakat dalam pembangunan 

nasional. 

7. Kriminalisasi harus mempertimba.r:tgkan sikap moral 

masyarakat. 

8. Kriminalisasi hams mempertimbangkan efek yang akan 

timbul, baik terhadap pelaku, korban, dan akibatnya 

terhadap masyarakat jika perbuatan itu tidak 

dikrintinalisasi. 

9. Perbuatan yang dikriminalisasi adalah perbuatan yang 

dapat diproses oleh peradilan pidana. 

c. Dasar Pcmbenar Kriminalisasi 

Kriminalisasi memerlukan adanya dasar pembenar. Dasar 

pembenaran atau alasan/pertimbangan dilakukannya kriminalisasi 

lebih banyak terletak di luar bidang hukwn pidana. Artinya, dasar 

pernbenaran tersebut berkaitan dengan faktor-faktor sosial di luar 

bidang hukwn pidana. Faktor-faktor ternebut adalah faklor nilai, 

faktor ihnu pcngetahuan dan faktor kebijakan. 

Dilihot dati faktor nilai, kaidah hukum pidana merupakan 

serangkaian nilai-nilai sosial yang mehputi nilai-nilai moral, ni1ai

nitai agama dan nilai-nilai budaya yang terdapat dalam masyarakat. 

Nilai-nilai sosial ·te~ebut diproses melalul mekantsme politik 

kemudian oleh pembentuk undang-undang dituangkan dalam 

peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kaidah hukum 
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pidana merupakan cerminan dari ni1ai-nilai sosial yang ada daiam 

masyarakat 

Hukum pidana mempunyai hubungan yang erat dengan 

nilai moral khususnya pengaruh nilai-nilai dan kaidah-kaidah 

moral terhadap pembentukan kaidah-kaidah hukum pidana. Hal 

inilah yang menyahabkan moralitas menjadi masalah yang penting 

dalam pembentukan kaidah hukum pidana. 

Jerome Hall mengernukakan bahwa The moral quality of the 

criminal law is the major issues of our times and penneats all the 

social discipline. 54 Artinya kualitas moral hukum pidana 

merupakan isu penting pada waktu sekarang dan meliputi semua 

disiplin sosial. 

Kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perlmatan 

amoral dan pada urnumnya dapat dikatakan bahwa kejahatan 

merupalcan bagian yang paling atau sangat amoraL HubWlgan ini 

dapat digambarkan sebagai dua buah lingkaran yang bertitik pusat 

satu, di mana perbuatan-perhuatan amoral merupakan lingkaran 

yang besar, sedangkan pelanggaran aturan-aturan hukum pidana 

(kejahatan) merupalcan lingkaran yang lebih kecil." Artinya, dasar 

pembenaran untuk mengkrimina.llsasi suatu perbuatan menurot 

perspektif moral arlalah karena perbuatan tersebut bersifat amoral 

yaitu perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai~nilai atau 

kaidah-kaidah moral dan dapat juga ka.rena perbuatan tersebut 

mengganggu perasaan moral yang hidup dalam masyanakat. 

Ditinjau dari konsep nilai agama~ dasar pembenaran untuk 

menyatakan suatu perbuatan sebagai kejahatan dalam hukum islam 

adalah, pertama, penentuan suatu perbuatan sebagai kejahatan 

karena perbuatan tersebut merogikan masyarakat Ruang lingkup 

kerugian masyarakat meliputi kerugian kepada tata aturan 

54 Jerome Hall dalam Romli Artasasmita, Bunga Rampai Kriminologi, Jakarta : Rajawali, 
1984, ha1.56. 

~~ Pumlanti dan Mob. Kemal Oannawan, Mazhab d(fl/, Penggolongan Ttrori dalam 
Kriminologi, Bandung: Citra AdityaBakti, 1994, hal.9. 
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rnasyarakat atau kepercayaan-kepercayaannya, merugikan 

kehidupan anggota-anggota masyarakat, bendanya, nama baiknya, 

perasaan-perasaannYa, atau pertlmbangan~pertimbangan lain yang 

dihonnati dan dipelihara. 56 Kedua, alasan penentuan suatu 

perbuatan sebagai kejahatan adalah untuk melindungi kepentingan 

masyarakat. Ringkasnya, dasar pelarangan sesuatu perbuatan ialah 

pemelibaraan kepentingan masyarakat itu sendiri.57 

Selain itu, alasan lainnya untuk mengkriminaHsasi suatu 

perbuatan sebagai kejahatan adalah untuk memelihara akhlak 

masyarakat. Syariat menganggap bahwa akhlak yang tinggi sebagai 

sendi masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan tiap perbuatan 

yang bertentangan dengan akhlak yang tinggi diancam dengan 

huknman. 

Syariat rnenghukum perbuatan zina, dalam keadaan dan 

bentuk bagaimanapun juga karena zina dipandangnya bertentangan 

dengan akhlak dan apabila akhlak ssudah rusak maka rusaklah 

masyarakat. 58 Demikian pula halnya dengan larangan minum 

minuman keras. Akhimya, penentuan suatu perbuatan sebagai 

kejahatan adalah untuk menghindari mudarat dan mengambil 

manfaat. 59 

Ditinjau dari lronsepsi budaya, huknm pidana suatu bangsa 

merupakan pencenninan dari nilai-ni1ai budaya bangsa tersebut 

Dengan kata lain, huknm pidona suatu bangsa yang dibangun 

dengan nilai-nilai budaya bangsa tersebut merupakan cermin dari 

peradaban bangsa itu. "' Hal yang sama dikeruakakan oleh 

Christiansen yang menyatakan bahwa konsepsi kejahatan dan 

huknman merupakan bagian esensial dari kebudayaan61 

56 Ahmad Ha.nafi, AatlS-A.ras Hukum Pidana Isfam, Cet. Keempat. Jakarta ; PT. Bulan 
Binlang, 1990, hal.2. 

S? Jbid, hal,2. 
)$Ibid, hal.4 
"Ibid, hal. 98. 
00 Soedarto, Op.Cit, (c), baiA9. 
61 Arief, Op, CiJ., balAL 
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Tiap kebudayaan dan setiap fase di dalamnya mengandung 

kriminalitasnya sendiri dan demikian pula hukum pidananya 

sendiri. Pengertian kriminalitas beJjalin dengan kehidupan manusia. 

Jadi sangat ditentukan oleh sejarah. Di semua m.asa dan pada 

semua bangsa orang bereaksi terhadap apa yang dipandang sebagai 

kriminalitas itu dengan sengaja menimpakan kepada pelakunya 

suatu nestapa walaupun tentunya dengan variasinya pula. 62 Artinya, 

dapat diketahui babwa dasar pembenaran untuk menyatakan suatu 

perbuatan sebagai kejabatan dalam lronteks nilai-nilai budaya 

adaJah kar~na p~rbuatan !etsebut ~e1anggar nilai~nilai atau norma

norma bndaya yang terdapat dalarn masyarkat. 

Selanjutnya, dasar pembenaran untuk melakukan 

kriminalisasi terhadap suatu perbuatan berdasarkan perspektif ilmu 

pengetabuan, dapat dilihat dalarn sosiologi. Ditinjau dati sudut 

sosiologis, dasar pembenaran untuk melakukan krlminalisasi 

terhadap suatu perbuatan adalah karena perbuatan tersebut 

menyimpang atau bersifat anti sosial. Suatu perbuatan dikatakan 

anti sosial karena merugikan masyarakat atau menimbulkan 

kerusakan terhadap masyarakat. Secara sosiologis, kejahatan 

muncul dalam berbagai terminologi yaitu perilak:u menyimpang 

(deviant behaviour), perbuatan antisosial (antisocial behaviour), 

perbuatan tercela, perbuatan yang merugikan masyarakat (harm 

behaviour to society), dan perbuatan penyelewengan ada:t dan 

norma sosial. 

Sebagai salab satu bentuk perilaku menyimpang, kejahatan 

dapat diarrikan sebagai tingkab laku yang menylmpang dati aturan

aturan normatif yang berlaku63 atau penyelewengan terhadap adat 

istiadat dan aturan hubungan sosial di mana pelakunya dapat 

~z Roeslan Saleh (a}, Kebijalum Kriminalisasi dan Dekriminali:wsi ; Apa yang 
Dibicarakan Sosiologi Hulrum Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia, Fakultas Hukum Ull, 
hal.6-7. 

63 Saparinah Sadli, Perse:psi Sosial Pe:rilal.~ Menyimparrg, Jakarta :Bulan Biotang, 1976. 
bal.56. 
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disiksa atau dibunuh oleh warga-warga suatu komunitas.64 Perilaku 

menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau 

ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan 

atau keteraturan sosial. dapat menimbulkan ketegangan individual 

maupun ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil 

atau potensiil bagi berlangsWignya ketertiban sosial.65 

Disamping sebagai perilaku menyimpang, kejahatan juga 

dipandang sebagai perbuatan anti sosial. Perbuatan anti sosial 

adalah perbuatan yang mengbalang-halangi usaha sosial dalam 

m~jamin keadilan sejati dan kesejahteraan. Pengertian anti. sosial 

tidak benar apabila diartikan sebagai lawan dari antireligius atau 

immoral.66 

Kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu 

pengertian yang relatif, mengandung variabilitas dan dinamik serta 

bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun 

pasif) yang dinilai oleh sebagaian mayoritas atau minoritas 

masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu pcrkosaan 

terbadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup 

da1am masyarakat sesuai- dengan ruang dan waktu. 67 Paul 

Moedikdo merumuakan perilaku kejahatan yang anti sosial ini 

dengan kata-kata yang merugikan, menjengkelkan dan tidal< dapat 

dibiarkan berlangsung. Sebab, apabila berlangsung, akan 

mengalcibatkan masyarakat menderita sesuatu yang tidal< 

diinginkan." 

Kejahatan JUgs merupakan perbuatan yang merugikan 

masyarakat. Disini, pengertian kejaha!an Jebih ditekankan pada 

kerugian bagi masyarakat dan yang banyak memperoleb inspirasi 

dari sekelompok orang yang berpikir dan beranggapau bahwa 

64 Soe!jono Soekanto, Perspektif Studi Hukum [J{J./(llll Masyarokat, Jakarta : Rajawali, 
l985,hal.31. 

bal. 14. 

"' Ibid, haL25-26. 
66 Soedjono Dirdjosis\\WO, &rang Lingkup Krirninologi, Bandung: Remadja Karya, 1984, 

61 Ibid, haL I. 
u Ibid, hal. 15. 
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perbuatan tersebut merugikan. Kelompok 1m mempunyat 

kekuasaan untuk memberlakukan pikiran dan anggapan yang 

diyakininya itu dalam masyaralcat, perbuatan-perbuatan itu hams 

dilarang dan larangan itu dituangkan dalam hukum pidana69 

Menurut perspektif hukum pidana, pengertian kejahatan 

bersifat legalistik berdasarkan hukum pidana. M. Elliot 

mengemukakan bahwa kejahatan adalah keseluruhan kelakuan 

yang dilarang dan dipidana oleh negara 7° Kelakuan atau perbuatan 

yang dirnaksud dituangkan secara fonnal dalarn aturan perundang

undangan hukum pidana, _sebagai pe:buatan yan~ ter~arang dan 

pembangkangan terhadap peraturan perundang-undangan itu 

diancam dengan reaksi formal yang tegas dalam bentuk pemberian 

penderitaan tertentu. 71 Oleh karena itu~ Sutherland secara tegas 

menyatakan bahwa salah satu syarat bagi adanya suatu kejahatan 

ialah barns tersedia ancaman hukuman bagi perbuatan pelanggaran 

tersebut.12 

Kemudian, kejahatan dalam arti kriminologis adalah tiap 

kelak:o.an yang bersifat tidak susila dan merugikan yang 

menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu 

masyarakat tertentu sehingga masyarakat itu berhak untuk 

mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam 

bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan itu.73 

Dilihat dari sudut kebijakan, aturan-aturan hukum, 

termasuk hukum pidana, adalah perwujridan dari kebijakan

kebijakan. Bahkan, menurut Ronald Dworkin, hukum tidak hanya 

terdiri dari aturan-aturan saja, tetapi juga mencak:up prinsip-prinsip 

dan kebijakan-kebijakan. Karena hukum merupakan perwujudan 

dari kebijakan, aturan hukum tersebut hanya dapat dimangerti 

tw Henkle Liklikuwata, Sosiolcgi Kqalwlan Hukum Pidonn Dan Penjahat. Jakarta : Ind-
Httleo, 1990, hat30." 

10 Pumianli dan Moh.Kemal Dannawan, Op. Cit., hal& 
11 Henkle Liklikuwata, Op. Cit., haL3 
n Sutherland daJam Romli Artasasmita, Op. Cit., hal.44. 
11 Roeslan Saleh (b), Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawabon Pidana : Duo 

Pengertitm DCJsar Dalam Hukum Pidana, Jakarta :· Aksara Barn, 1983, haL 17. 
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dengan tepa! bila dilihat dari segi tujuan dari kebijakan yang 

bersangkutan.74 Jadi, sebenarnya kriminalisasi dimaksudkan untuk 

mencapai tujuan-tujuan tertentu. · Hukum Pidana yang berfungsi 

dalarn sistem sosial suatu negara diarahkan kepada terwujudnya 

tujuan negara.75 Dalam ha1 ini negara bertujuan untuk memberikan 

perlindungan kepada rakyatnya terhadap k~ahatan (tindak pidana). 

Perlindungan masyarakat dalam hukum pidana berarti melindungi 

masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan yang membahayakan 

kesefamatan masyarakat. 76 

d. Kepentingan Hukum Dalam Kriminalis.asi 

Hukum sebagai kaidah perilaku merniliki arti penting 

dalam mengatur kehidupan masyarakat dan bemegara, baik yang 

menyangkut hubungan individu dengan individu, hubungan 

individu dengan masyarakat dan negara~ serta hubungan 

antamegara. Dalarn konteks ini, perbuatan-perbuatan yang boleh 

dihukum adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan 

tala tertib negara, biarpun bertentangan dengan kesusilaan tidak 

dapat dihukum.77 

Selain mengganggu tata tertib negara, hukurn menaruh 

perhatian atas tingkah Iaku manusia itu sejauh dia merupakan dan 

menyinggung ketertiban dari kehidupan bersama. 78 Jadi, 

keberadaan . hukum dimaksudkan untuk melindungi kepentingan 

masyarakat dan kepentingan negara. Kedua jenis kepentingan 

tersebut merupakan kepentingan utarna yang hendak dilindungi 

oleh hukum pidana selain juga memberikan perlindungan kepada 

kepentingan individu. 

74 A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebrolo, Hukum dan Pcrkembangan Sosial-Buku 
Teks SosiCJ!ogi Hukum Buku I. Jakarta : Sinar Harapan, 1990, hal. I?_ 

15 Sale-h, Op. Cit., (a), hat.2. 
16 Moeljatno, Fung:si dan Tujuan Hukum Pidana IndonesU., Jakarta; PT. Bina Aksara, 

1985,haL49. 
T1 E. Utrecht, Hukrim Pidana [, Surabaya: PenerbitPustaka Tinta Mas, 1986, bat149. 
73 Roesian Saleh, Beberapa Catalan Seldtar Perbuatr.ut Dr.ut Kesa/a}um Dafam Hukum 

PidaM, Jakarta : Aksata Baru, 1985, ha1.66. 
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Hokum pidana dimaksudkan untuk melindungi kepentingan 

umum. Kepentingan umum yang ingin dilindungi oleh hukum 

J)idana tersebut tercennin dari substansi nonna~nonna perilaku 

yang ditetapkan sebagai aturan pidana. Misalnya penentuan dapat 

dipidananya pembunuhan dan pembunuhan berencana bed<aitan 

dengan kepentingan hukum : nyawa manusia. Penentuan mengenai 

dapat dipldananya delik-delik harta benda berhubungan dengan 

kepentingan hukum : pemilikan." 

Sebenamya kepentingan umum yang dilindungi oleh 

hukum pidana pada dasamya merupakan himpunan dati 

kepentingan-kepentingan individu-individu yang rnasing-masing 

berdiri secara pribadi juga. Dengan dernikian, jelaslah bahwa 

hukum pidana itu mengatur kepentingan wnum yang sekaligus 

menjamin pula kepentingan prihadi atau kepentingan individu. 80 

Dengan demikian, terdapat tiga jerds kepentingan yang dilindungi 

oleh hukum pidana, yaitu : kepentiegan individu, kepentingan 

masyarakat dan kepentingan negara. 

Kepentingan sosial yang mendapat perlindungan hukum 

pidana, menurut Bassiouni, adalah nilaj-nilai yang meliputi :81 

L Pemeliharaan tertib masyarakat. 

2. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian 

atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang 

dilakukan oleh orang lain apabila pidana itu tidak 

dikenakan. 

3, Mernasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar 

hukum. 

4. Mernelihara atau mernperrtahankan integritas pandangan

pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, 

martabat kemanusiaan dan keaddilan individu. 

19 J.E. Sahetapy. Hukum Pidana, Yogyakarta: Liberty, 1996, hal.23. 
w Purbacaraka dan A Ridwan Halim, FilstJfot Hukum !slum Dalam Tanya Jawab, 

Jakarta: CV. Rajawali, 1982, bal.13. 
111 Barda Nawawi Arie( Kebijakan Legislatif Dalam Pti!nanggulangan Kejahatan Dengan 

PidanaPenj!mz, Semamng: CV. Ananta, 19.~, haJ.43. 
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Aspek kepentingan sosial lainnya yang perlu mendapat 

perlindungan hukum pidana yang menjadi dasar eksistensi hukum 

pidana meliputi nilai-nilai pokok sebagai berikut : 

I. Kearnanan dan ketertiban sebagai tujuan langsung setiap 

hukum pidana yangmutlak harus dapat dicapai. 

2. Kesadaran warga. masyarakat akan makna dan hakikat 

hukum yang kemudian dapat menjadi sumber keadilan, 

kedarnaian, kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah sebagai 

tujuan akbir hukum pidana. 

3. Keserasian antara kejasmanian (aspek lahir) dan 

kerohanian (aspak batin) maupun kebaruan dan 

kelestarian harus dicapai dalam penerapan hukutn 

pi dana'' 

Dalam golongan kepentingan sosial tercakup pula antara 

lain kepentingan ak:an keamanan umum, kehidupan pribadi, 

perlindungan terhadap moral, konservasi sumber~sumber daya 

sosial dan alam, serta kepentingan dalam perkembangan· ekonomi, 

politik dan kebudayaan. IB Disamping itu, tercakup pula nilai tata 

tertib dan kontrol yang meruraupakan unsnr kepentingan nilai 

minimum dalam hukum pidana84 

Nilai-nilai pokok yang dilindungi hukmn pidana berfungsi 

untuk hal-hal berikut: 

1. Sebagai unsur dasar isi aturan yang pada dasarnya 

mengatur keserasian antar~ kepentingan pribadi dan 

kepentingan umum. 

2. Sebagai sasaran yang akan dicapai I diwujudkan da!am 

kehidupan masyarakat melalui penerapan huknra pidana. 

u Purbacaraka dan A. Rid wan Halim, Op. Cit., hat l. 
0 Soetjouo Soekanto, Op. Cit., haL3 L 
~ A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto,Hukum Dan Perke:mhangan Sosial- Buku 

Teks Soslologi Hul.:um Buku I1L Jakarta: SinarJiarapan. 1990, hall19. 
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3. Merupakan titik uji utama bagi masyarakat dan para ahli 

huknm atau pembentuk undang-undang dalam mengukur 

efektifitas dan efisiensi suatu aturan hukum pidana.85 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa huknm 

pidana bukan hanya melindungi kepentingan masynrakat dan 

kepentingan negara, tetapi juga kepentingan individu. 

Kepentingan-kepentingan yang dilindungi hukum pidana tersebut 

tertuang dalam peraturan perundang-undangan pidana yaitu dalam 

Kitab Undang-.Undang Hukum Pidana (KUHP) atau dapat juga 

dalam peraturan perundang-undangan pidana khusus dan peraturan 

perundang-undangan pidana administratif. 

B. Kebijakan Krintinalisasl Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 1997 

1. Def'ndsi Lingkungan Hidup 

lstilah lingkungao atau lingkungan hidup atau lingkungan hidup 

manusia sebagai tetjemahS!l dari Bahasa Inggris 11environment and 

human environment", seringkali digunakan dalam pengertian yang 

sam a. 116 Pengertian environment menurut Sewell yaitu «Environment can 

be defined as tile sum of ail external influences and forces acting upon 

an object, usually assume to be living being".81 Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan 

dengan sernua benda, daya, keadaan, dan makhluk hldup, termasuk 

manusia dan perilakunya yang mempengarnbi perikehidupan dan 

kesejahteraan man usia serta makbluk hidup lainnya. 88 

Apabila disimak dari segi etimologi bahasa, lingkungan hidup 

yang terdiri dari kumpnnen-komponen yang satu dengan yang lain saling 

85 Purbacaraka dan A Rldwan Halim, Op. Cit., ha1.2. 
56 Daud Siialahi, Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukwn Lingkungan 

lmlt>nesia, Bandnng: Alumni, 1992, bal.7. 
l1 Sewell dalam Daud Silalahi, Hulmm Lingkungaff dalam Sistem Pe11ega!mn Hukum 

Dngkungan Indonesia, Bandung: Alumni, 1992. bal.7. 
u Departemen Pendidikan Nasionat, Op. Cit., hal.675 
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berkaitan dan mernbentuk apa yang disebut ekosistem merupak:an hidup 

atau kehidupan (the means ofliving).89 

Definisi lingkungan (environ!) dan orang· (person) menurut 

ulnternational Meeting of Experts on The Use of Criminal Sanction in 

The Protection of Environment Internationally Domestically and 

Regionally", Portland, Oregon, USA, 19-23 March 1994, yaitu: 

I. Lingkungan (environment) berarti lingkungan alarn dan 

lingkungan budaya. 

2. Orang (person) berarti orang seorang (individu) dan 

or~anisasi, b~bentuk ~-adan hukum atau tidak, dan termasuk 

pemerintah. (goverments). 90 

Lingkungan hidup menurut Soejono terdiri dari lingkungan fisik 

jasmani (physical environment) dan Jingkungan soslal budaya (social 

cultural environment). Lingkungan fisikjasmani mencakup semua unsur 

faktor fisik jasmani yang terdapat dalam alam tennasuk manusia, hewan 

dan tumbuh-tumbuhan, sedangkan lingkungan sosial budaya merupakan 

pantulan sifat sosial tiap4iap makhluk hidup, khususnya manusia yang 

lazim disebut budi daya serta kebudayaau (culture).91 

Drupsteen mengomukakan bahwa hukum lingkungan 

(milieurecht) adalah hukuru yang berhubungan dengan lingkungan alam 

(naturlijk milieu) dalam arti yang seluas~1uasnya. Ruang lingkupnya 

berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan 

lingkungan. Dengan demikian hukuru liugkungan merupakan 

instrumentarium yuridis bagi pimge1olaan lingkungan. 92 

Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, hukuru lingkungan di 

Indonesia dapat meliputi aspek-aspek sebagai berikut : 

I. Hukum tala lingkungan 
2. Hukum perlindungan lingkungan 

S'J Hermien Hadiati Koeswadji, Hukum Pidana Lingkungan, Bandung : PT. Citra Aditya 
Bakti, l993, ha1.146 

90 Bard a Nawawi Arief,- beberupa has:il Intemationat Meeting of Expert'> on The U$e of 
Criminal Sanction in The Protection of Environment Internationally DomestictJ!Iy and 
RegionaiM'"· l'crttand, Oregon, USA, 19-23 Matcll 1994, bal.6 

1 Soejono, Anak dart Lingkungan Hidup, Suara Merdeka, Senin 24 Juli 2000 
-

91 Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Linghmgan, Edisi Keenam, Yogyakarta : 
Gadjah Mada University Press, 1994)tal.30 
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3. Hukum kesehatan lingkungan 
4. Huk:um pencemaran lingkungan (dalam kaitannya dengan 

misa[nya" pencemaran oleh industri dan sebagafnya) 
5. Huk:um 1ingkungan trnnsnasional I internasional (dalam 

kaitannya dengan hubungan antar negara) 
6. Hukum perselisihan lingkungan (dalam kaitannya dengan 

misalnya f:enyelesaian masalah ganti kerugian dan 
sebagainya)' 

Hukum perlindungan lingkungan sebagai salah satu aspek huk:um 

lingkungan, meropakan disiplin ilmu yang dapat memberi swnbangan 

bagi pemecahan masalah di bidang konservasi sumber daya alam hayati 

dan ekosistemnya melalui diterbitkannya peraturan perondang·undangan . . - - . . 
yang menopang upaya konservasi.94 

2. Rumusan Ketentuan Pidana Undang-Undang No.23 Tahun 1997 

Ten tang Lingkungan Hidup 

Perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana harus dirwnuskan 

oleh pembuat undang-undang. Rumusan delik mempunyai beberapa 

fungsi. Pertama, perumusan delik merupakan penerapan dari asas 

legalitas di mana sanksi pidana banya mungkin dikenakan terhadap 

perbuatan yang terlebih dahulu ditetapkan sebagai tindak pidana nleb 

pembentuk undang-undang. Dalam bal ini romusan delik merupakan 

fungsi melindungi dari huk:um. Rumusan delik juga mempunyai fungai 

petunjuk bukti yaitu rumusan delik menunjukkan apa yang harus 

dibuktikan menurut hukum. Bagian-bagian ini disebut dengan unsur

unsur delik tertulis yaitu persyaratan tertulis untuk dapat memidanakan 

suatu perbuatan. Artinya untuk dapat dipidana, semua unsur delik harus 

dapat dibuktikan sesuai ketentuan hukum acara pidana. 

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 

adalah sebagai penunjang hukum administrasi di bidang pengelolaan 

<n Ibid, bat36, 
<;.; Koesnadi Hardjasoemantrl, Hukum Per/indungan Lingkungan Mnservasi Sumber 

Daya A/am Hayati dan El«;slstemnya, Edisi Pertama, Yogyakarta : Gadjah Mad a University Press, 
1995,JW.9. 
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lingkungan hidup. Sistematika Undang-Undang No.23 Tahun 1997, 

adalah sebagai berikut: 

BAB I Ketentuan Umum 

BAB II Asas, Tujuan dan Sasaran 

BAB Ill Hak, Kewajiban dan Pecan Masyarakat 

BAB IV Wewenang Pengelolaan Lingkuugan Hidup 

BAB V Pelestadan Fungsi Lingkungan Hidup 

BAB VI Persyaratan Penataan Lingkuugan Hidup yang 

meliputi perizinan, pengawasan, sanksi administrasi dan audit 

lingkuu~an hidup. 

BAB Vll Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang 

meliputi ; umum, penyelesaian sengketa lingkungan hidup 

diluar pengadilan dan peneyelesaian sengketa lingkuugan hldup 

melalui pengadilan yang terdiri dari ganti rugi, tanggung jawab 

mutlak, daluwarsa untuk pengajuan gugatan serta hak 

rnasyarakat dan organisasi lingkungan hidup untuk mengajukan 

gugatan. 

BAB Vlli Ketentuan Mengenai Penyidikan Terhadap Tindak 

Pidana Lingkuugan Hidup 

BAB IX Ketentuan Pidana di Bidang Lingkuugan Hidup 

BAB X Ketentuan Peralihan 

BAB XI Ketentuan Penutup 

Fokus penelitian dalam tulisan ini adalah BAB IX mengenai 

Ketentuan Pidana di Bidang Lingkungan Hidup. Rumusan tindak pidana 

lingkungan hldup menurut Undang-Undang No.23 Tahun 1997, adalah 

sebagai berikut ; 

DalamPasa141, disebutkan: 

(I) Barang siapa yang secMa melawan hukum dengan sengaja 

melakukan perbuatan yang mengaklbatk:an pencemaran 

dan/atau perusakan lingkuugan hidup, diancam dengan pidana 

pcnjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling 

banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
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(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 

mengakihatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak 

pidana diancam dengan pidana paling lama 15 (lima betas) 

tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus 

lima puluh jut a rupiah). 

Dalam Pasal42, disebutkan : 

( 1) Barangsiapa yang karen a kealpaannya melakukan perbuatan 

yang mengakibatkan pencemaran daniatau perusakan 

lingkungan hiidup, diancam dengan pidana penjara paling 

lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp, 

100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 

mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak 

pidana diancam dengan pidana peling lama 5 (lima) tahun dan 

denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh 

juta rupiah). 

Dalam Pasal 43 disebutkan : 

(!) Barangsiapa yang dengan melanggar ketentuan perundang

undangan yang berlaku, sengaja rnelepaskan atau rnembuat zat, 

energi dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun 

masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalarn udara atau ke 

dalam rur pennuk:aan~ melakukan impor, ekspor, 

memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, 

menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui 

atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut 

dapat menimbu1kan pencemaran danlatau perusakan 

lingkungan hidup atau membahayakan kesebatan umllln atau 

nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 

6 (enarn) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 

-· (tiga ratus juta rupiah}. 

(2) Diancam dengan pidana yang sama dengan pidana 

sebagai.mana dimaksud pad a ayat (1 ), barangsiapa yang dengan 
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sengaja memberikan infonnasi palsu atau menghilangkan atau 

menyembunyikan atau merusak informasi yang diperlukan 

dalam kaitannya dengan perbuatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk 

menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan 

pencemarnn danlatau perusakan lingkungan hidup atau 

membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain. 

(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku 

tindak pidana diancam dengan pidana paling lama 9 (sernbilan) . . . . . 
tahun dan denda paling banyak Rp. 450.000.000,00 (empat 

ratus lima puluh jut a rupiah). 

Dalam Pasal 44 disebutkan : 

(I) Barangsiapa yang dengan melangger ketentuan perundang

undangan yang berlaku, karena kealpaannya melakukan 

perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, diancam 

dengan pidana paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling 

banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). 

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 

mengakkibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak 

pidana diancam dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan 

denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh 

juta rupiah). 

Dengan demikian, jenis-jenis tindak pidana lingkungan yang 

diatur dalarn Undang-Undang No.23 Tahun 1997, yaitu: 

( l) Secara melawan bukum dengan sengaja melakukan perbuatan 

yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan 

lingkungan hidup (Pasal41 ayat (!)).Yang dimaksud dengan 

pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau 

dimasukkannya makhluk hidupl zat, energi dan! atau 

komponen Jain ke dalarn lingkungan hidup oleh kegiatan 

manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu 
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yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi 

sesuai dengan peruntukannya (Pasall ke-12); sedangkan yang 

dimaksud dengan perusakan lingkungan hidup adalah 

tindakan yang menimbulkan perubaban langsung atau tidak 

Jangsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang 

mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam 

menunjangpernbanganan berkelanjutan (Pasall ke-14). 

(2) Karena kealpaannya melakukan perbua!an yang 

mengakibatkan pencemaran danlatau perusa.kan linglrungan 

hidup (Pasal42 ayat (!)). 

(3) Dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang 

ber1aku, sengaja melepaskan atau membuang zat) energi, 

dan/atau komponen lain yang herbahaya atau beracun masuk 

di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air 

pennukaan, melakuk:an impor? ekspor, memperdagangkan, 

mengangkut, menyimpan baban ternebu~ menjalankan 

instalasi yang berbabaya, padabal mengetahui atau sangat 

beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat 

menimbulkan pencemaran dan/atau pernsakan lingknngan 

hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa 

oorang lain (Pasal 43 ayat (!)). 

(4) Dengan sengaja memberikan informasi palsu atau 

menghilangkan atau menyambunyikan atau merusak informasi 

yang diperlukan dalam kaitannya dengan perbuatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), padahal mengetahui 

atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan 

tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan!atau perusakan 

lingknngan hidup atau mernbahayakan kesehatan umum atau 

nyawa orang lain (Pasal 43 ayat (2)). 

(5) Dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku, karena kealpaannya melakukan perbuatan 

sebagaimana dimaksud dalarn Pasal43 (Pasal44 ayat !}}. 

Universitas Indonesia Kebijakan Legislatif..., Medi Iskandar Zulkarnain, FH UI, 2009



41 

Jika dicermati keempat pasal tersebut intinya adalah sebagai 

berikut: 

(I) Pasal41ayat(l): 

"Secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perouatan 

yang mengakibatkan pencemanm danlatau perusakan lingkungan 

hidupn 

Jadi, dalam Pasal41 ayat (1) ini ada dua tindak pidana lingkungan 

hidup, yaitu : 

a. Pencemaran ling]rungan hidup yang dilakukan secara 

melawan hukum dan dengan scngaja. 

b. Perusakan lingkungan hidup yang dilakukan secara melawan 

hukum dan dengan sengaja. 

Perumusan tindak pidana lingkungan hidup dalam Pasal 41 ayat (.1) 

Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tersebut mirip dengan 

rumusan lama dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang No.4 

Tahun 1982, hanya saja di dalam Undang-Undang No.4 Tahun 

1982 tidak diru:rnuskan unsur "melawan hukum". Perornusan 

delikuya juga sama yaitu dirumuskan sebagai delik materiel. 

(2) Pasa142 ayat (!): 

"Karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan 

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup" 

Tindal< pidana lingkungan hldup dalam pasal ini merupakan delik 

culpa dari delik dalam Pasal41 ayat (1). Delik culpa dalam Pasal 

42 ayat (1) ini mirip dengan yang dirumuskan da1am Pasal22 ayat 

(2) Undang-Undang No.4 Tahun 1982. Perbedaannya adalah dalam 

Undang-Undang No.4 Tahun 1982 delik culpa ini dinyatakan 

sebagai "pelanggaran", sedangkan dalarn Undang-Undang No.23 

Tahun 1997 dinyatakan sebagai "kejahatan" (berdasar Pasal 48). 

Demikian pula ancaman pidananya berbeda, di mana menurut 

Pasal22 Undang-Undang No.4 Tahun 1982 hanya diancam dengan 

pidana kurungan selarna I (satu) tahnn dan atau denda Rp. 

1.000.000,00 (satujuta rupiah) 
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(3) Pasal43 : 

Tindak pidana lingkungan hidup dalam pasal ini dirumuskan dalam 

ayat (1) dan ayat (2). Unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan 

dalam ayat (!) adalah sebagai berikut: 
0 

1. Barangsiapa 

(a) Melepaskan atau membuang zat, energt, dan/atau 

komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di 

atas atau ke dalam tanah, ke dalarn udara atau ke dalam 

air pennukaan. 

(b) Melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, 

mengangkut, menyimpan bahan tersebut 

(c) Menjalankan instalasi yang berbahaya. 

2. Perbuatan tersebut pada nomor 1 dilakukan dengan 

Melanggar ketentuan perundang-undangan .yang 

berlaku. 

Sengaja 

Padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk 

menduga bahwa perbuatan tersebut dapat 

menimbulkan pencernaran dan/atau perusakan 

lingkungan hidup . atau membahayakan kesehatan 

umum atau nyawa orang lain. 

Mernperhatikan adanya tiga perumusan perbuatan pada unsur 

nomor I di atas, dapatlah dikatakan bahwa Pasal 43 ayat (!) 

mengandung tiga perumusan tindak pidana. Suatu hal yang perlu 

dicatat, seyogianya di antara ketiga perbuatan tersebut, masing

masing diselipkan kata "atau". 

Unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam ayat (2) adalah 

sebagai berikut : 

(1) sengaja memberikan informasi palsu atau 

menghilangkan atau menyembunyikan atau merusak: 

informasi yang diperlukan dalam kaitannya dengan 

perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
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(2) pad aha! mengetahui a tau sangat beralasan untuk 

menduga bahwa perbuatan tersebut dapat 

menimbulkan pencemaran dan!atau perusakan 

lingkungan hidup a tau membahayakan kesehatan 

umum atau nyawa orang lain. 

Pasal44: 

Tindak pidana lingkungan hidup dalam pasal ini merupakan delik 

culpa terhadap de!ik yang dirumuskan dalam Pasal43. 

Memperhatikan perumusan tindak pidana lingkungan hidup dalam 

Pasal 43 dan Pasal 44 di alas, terlihat bahwa kedua tindak pi dana 

itu dirumuskan sebagai delik fonnil. Kedua tindak pidana ini 

merupakan perumusan delik baru yang tidak ada dalam Undang

Undang No.4 Tahun 1982. 

Tindak pidana lingkungan hidup yang dirumuskan pada Pasal 41 

s/d Pasal 44 Undlli!g-Undang No. 23 Tahun 1997 dikualifikasikan 

sebagai «kejahatan" (Pasal 48). Hal tersebut berlairum dengan Undang

Undang No.4 Tahun 1982 yang membedakan tindak pidana lingkungan 

hidup yang beropa "kejahatan", yang didasarkan unsur subyektiflsikap 

batin bahwa perbuatan dilakukan dengan sengaja dan "pelanggaran", 

yang. didasarkan sikap batin bahwa perbuatan dilakukan dengan 

kealpaan, 

Perumusan tindak pidana dapat dilakukan melalui dua cara, 

yaitu: 

l. Perumusan tindak pidana sebagai delik formil (formeel delict) 

yaitu apabila tindak pidana dirumuskan sebagai wujud 

perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang ditimbulkan oleh 

perbuatan tersebut. 

2. Pemmusan tindak pidana sebagai delik materiil (materieel 

delict), yaitu apabila tindak pidana diromuskan sebagai 

perbuatan yang menyebabkan terjadinya suatu akibat tertentu, 

tanpa merumuskan wujud perbuatan tersebut. 
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Perumusan delik fonnil di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 

1997 terdapat dalam Pasa143 ayat (!). Unsur terpenting dalam delik ini 

adalah perbuat~ yaitu perbuatan melepaskah atau membuang zat, 

energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beraeun, 

melakukan impor, ekspor, memperdagangksn, mengangkut, menyimpan 

bahan berbahaya, dan sebagainya yang tidak sesuai dengan ketentuan 

yang terdapat dalam peraturan atau izin. Artinya delik ini tergantung 

kepada ketentuan administratif (administrative dependent crime), yaitu 

pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam izin atau 

tidak ~emiliki izi~ . sama -seka1i untuk melakukan suatu kegiatan, 

merupakan penentu te.jadinya tindak pidana/delik. Dalam hal ini cukup 

dibuktikan akibat yang bersifat potensial. Penegakan bukum terbadap 

delik in:i lebih bersifat ultimum remedium, yaitu penggunaau hukum 

pidana dilakukan setelab penegakan bukum adrninistrasi dan perdata 

tidak efaktif. 

Perumusan delik materiil dalam Undang-Undang No.23 Tabun 

1997 terdapat dalam Pasal 41 yaitu perbuatan menimbulkan 

pencemaran/perusakan lingknngan hidup. Unsur terpenting dalarn delik 

ini adalab timbulnya akibat berupa pencemanan/perusakan lingkungan 

hidup. Deli!: ini juga tidak tergantung pada ketentuan adrninistrasi yang 

terdapat dalam izin (administrative independent crime). Artinya jika 

te.jadi akibat pencemaran/perusakan lingkuugan hidup, dapat langsung 

dikenakan Pasal 41 meskipun tidak ada pelanggaran izin. Akan tetapi 

penegakan hukumnya ditekankan pada penerapan asas premium 

remedium di mana penegakan hukum pidana dapal dilakukan lebih 

dabulu tanpa menunggu dilakukannya penegakan bukum administratif 

alan pardata. 

Perumusan tindak. pidana lingkuugan hidup dalam Undang

Undang No. 23 Tabun 1997 selalu diawali dengan kata-Kata "Barang 

siapa", yang-menunjukkan pada pengertian ''orang~. Tetapi dalam Pasal 

1 k ... 24 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "orang" adalab 

uperseorangan danlatau kelompok orang, dan!atau bndan hukum~'. 
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Selanjutnya dalam Pasal 45 dan Pasal 46 juga mengatur tentang 

pertanggungjawaban badan bulrum, perseroan, pemerikatan, yayasan 

atau organisasi lain. Jadi, subyak hokum tindak pidana lingkungan hidup 

dapat me!iputi orang (natuurlijk per soon) dan bad an hukum (recht 

persoon). 

3. Alasan!Pertimbangan Krimlnalisasi Dalam Undang-Undang No.23 

TabQn 1997 Tentang Lingkugan Hidnp 

Kebijakan kriminalisasi yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 

·1997"didasarkan kepada beberapa pertimbangan, anta!a Jain : 
( 1) Berdasa.rkan konsiderans huruf a yang menyebutkan bahwa 

linglrungan hidup Indonesia sabagai karunla dan ralunat Tuban 

Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia rnerupakan 

ruang bagi kehidupan dalam segaJa aspek dan matranya. Artinya, 

dasar pembenaran k:rirninalisasi ini adalah karena perbuatan

perbuatan yang meneemari danlatau merusak lingkungan hidup 

sebagai karunia dan rahmat Tuhan Y~g Maha Esa merupakan 

perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keagamaao. 

(2) Berdasarkan konsiderans hurufb menyatakan bahwa dalarn rangka 

mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan 

kesejahternan umum seperti diamanatkan dalarn UUD 1945 dan 

untuk: mencapai kebahagiaan hldup berdasarkan pancasila, perlu 

dilaksanakan pernbangunan berkelanjutan yang berwawasan 

lingkungan bidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu 

dan menya!uruh dengan memperhitungkan kehutuhan generasi 

masa kini dan generasi masa depan. Artinya, dasar pembenar 

kriminalisasi adalah karena perbuatan~perbuatan tersebut 

bertentangan dengan nilai-nilai pancasila yang mengbendaki 

adanya keselarasan, keserasian~. dan keseimbangan baik ~~lam 

hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa~ manusia 

dengan manusia, maupun manusia dengan alam. Disarnping itu~ 

dasar pemhenar lainnya adalah karena perbuatan-pcrbuatan 
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tersebut bertentangan dengan DUD 1945 yang mewajibkan agar 

sumber daya alnm dipergunakan sebesar-besamya untuk 

kemakmuran rakyat yang dapat dinilanali secara berkelanjutan dari 

generasi masa kini hingga ke generasi yang akan datang. 

(3) Berdasarkan konsiderans huruf c menyatakan bahwa oleb karena 

itu dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup 

untuk melestarikan dan mengernbangkan kernarnpuan lingkungan 

hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang 

terlak:sananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan 

lingkungan hidup. Konsiderans huruf c ini menunjukkan bahwa 

kriminalisasi di bidang lingkungan atau juga dapat dlkstakan 

hukum pidana lingkungan merupakan alat kebijakan pemerintah 

yang khususnya bertujuan untuk mengamankan dan 

mempertahankan kebijakan pernbangunan berkelanjulan yang 

berwawasan lingkungan hldup. 

4. Kepentingan Hukum Yang Hendak Dilindungi Melalui Krlminalisasi 

Dalam Undang-Undang Nn.23 Tahun 1997 

Undang-Undang No.23 !ahun 1997 merupakan perubahan atau 

penyempumaan dari Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tcntang 

Kelentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Falctor 

yang melatarllelakangi perubahan Undang-Undang Lingkungan Hidup 

ini tidak dijelaskan secara eksplisit dalam undang~undang tersebut. 

Namun, faktor pendorong perubahan itu dapat dilihat dari semakin 

banyaknya kasus·k<lSUS lingkongan hldup yang te!jadi di Indonesia di 

mana sebagian besar kasus-kasus lingkungan tersebut tidak dapat 

dijaring dengan undang-undang yang lama. Kasus yang menarik pada 

konm walcto 1990- 1993 yang tidak dapat diatasi adalah kasus impor 

bahan berbahaya dan beracun (B3). Salah satu kasus yang te!jadi adalah 

kasus impor alci bekas pada tahun-1991 dimana sahanyak 51 peti kemas 

(container) alci bekas yang termasuk bahan berbahaya dan beracun (B3) 

diimpor dari Belanda. Hal itu disebabkan adanya kelemahan substansial 
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yang terdapat dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 khususnya 

. mengenai pengaturan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. 

Artinya, perubahan UU No.4 Tahun 1982 menjadi UU No. 23 

Tahun 1997 dimaksudkan untuk menyempurnakan kelemahan

kelemahan yang terdapat dalam undang-undang tersebut Hal ini dapat 

dilihat dati adanya penambahan tindak pidana lingkungan baru yang 

berkaitan dengan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) 

sebagaimana yang diatur dalam Pasal43 ayat (I) UU No.23 Tahun 1997. 

Selain itu, terdapat perubahan dalam pemberian sanksi pidana yang 

berupa pemberatan sanksi pidana terhadap tindak pidana lingkungan 

yang sudah ada sebelumnya dalam UU No.4 Tahun 1982. 

Menurut Undang-Undang No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, ada tiga jerds perbuatan yang dikategorikan sebagai 

tindak pidana, yaitu : 

(1) Secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan 

pencemaran danlatau kerusakan lingkungan hidup. 

(2} Melanggar ketentuan perundang-undangan yang ber!aku, sengaja 

melepaskan atau membuang zat, energi danlatau kornponen lain 

yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam 

permukaan tanah. ke dalarn udara, ke dalam air pernmkaan. 

melakukan impor, ekspor, mernperdagangkao, mengangkut, 

menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, 

padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa 

perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran danlatau · 

perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesahatan umum 

atau nyawa orang lain. 

(3) Memberikan infonnasi palsu atau menghilangkan atau 

menyernbunyikan atau merusak informasi yang diperlukan dalarn 

kaitannya dengan perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 

padahal mengetahui atau· sangat beralasan untuk menduga bahwa 

perbuatan tersebut dapat rnenimbulkan peneemaran dan/atau 
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perusakan lingkungan hidup atau membabayakan kesehatan umum 

atau nyawa orang lain. 

Perbuatan-perbuatan yang dikategoriklln tindak pidaria tersebut, 

dapa! dilakuklln dengan sengaja atau dengan kealpaan. Disamping itu, 

dapat mengakibatkan luka ringan, luka berat atau meninggal dunia. 

Memperbatikan uraian-uraian tersebut, dapatlah diketahui bahwa 

kepentingan hukum yang dilindungi melalui kriminalisasi dalam UU No. 

23 Tahun 1997 adalah kepentingan pelestarian lingkungan hidup. Hal ini 

secara eksplisit dinyatakan dalam konsiderans huruf c, yaitu bahwa 

pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkan 

kemampoan lingkungan hidup yang serasi, se!ataS, dan seimbang guna 

menunjang terlaksllnanya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan 

lingkungan hidup. Kepentingan hukum lainnya yang hendak dilindungi 

melalui kriminalisasl ini adalah kesehatan umum dan nyawa manusla. 

Perlindungan terhadap kepentingan hukum ini secara implisit terdapat 

dalam rumusan pasal-pasal tindak pidana Hngkungan sebagaimana yang 

terdapal dalam Pasal41 ayat (2), Pasal 42 ayat (2), Pasal43 ayat (3) dan 

Pasal44 ayat (2). 

Selain itu, dengan melihat perumusan Pasal 41 dan 42 yang 

menekllnklln kepada timbulnya akibat pencemaranlperusakan lingkungan 

hidup, penulis herkesimpulan bahwa dalam hal ini pembuat undang

undang. memfokusklln diri pada tindakan yang langsung menyakiti 

(melanggar) kepentingan hukum pelestarian lingkungan hidup. 

Sedangkan Pasal 43 dan 44, lebih menekanklln kepada timbulnya 

keadaan bahaya yang berupa potensi atau ancarnan timbulnya 

penceruaranlperusakan lingkungan hidup. Pasal 43 dan 44 lebih tertuju 

kepada upaya mencegah bahaya atau ancaman bahaya 

pencemaran/perusakan lingkungan hidup yang dapat saja timbul sebagal 

akibat dari pelepasan, pengeksporan!pengimporan, perdagangan, 

pengangkutau, dan pen:yimpanan zat, enecgi dan!atau komponen lain 

yang berbahaya atau beracun yang dilakukan tanpa izin atau melanggar 

ketentuan perundang-uudangan yang berlaku 
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C. Asas subsldiaritas dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 

199. 

Hukum pidana berbeda dengan bidang hukum lainnya karena sistem 

sanksinya yang negatif mengandung paksaan tdak enak dirasakan. Sifat 

sanksi pidana yang negatif itu hendaknya hanya diterapkan apabila benar

benar upaya lain sudab -tidak lagi memadai sebingga hukum pidana 

seyogianya mernpunyai fungsi yang subsider. Disamping sifat yang tidak 

enak dirasakan bagi seseorang dari penerapan pidana yang negatif itu rnasih 

terdapat akibat lain yang dirasakan berupa stigma sekalipun Ielah selesai 

menjalani pidana, oleh karena itu jika tidak perlu, hendaknya jangan 

menggunakan pidana selain upaya terakhir yang bersifut u/timum 

remedium. 95 

Hal ini juga ditegaskan dalarn Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 

yang menganutasas subsidiaritas. Asas subsidiaritas sebagaimana termaktub 

dalam Penjelasan Umurn Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 memberikan 

pengertian bahwa berlakunya ketentuan hukum pidana bendaknya 

didayagnnakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administrasi 

dan sanksi perdata dan altematif penyelesaian sengketa lingkungan hidup 

tidak efektif danlatau tingkut kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat 

perbuatannya relatif besar dan/atau perbuatannya menimbulkan keresaban 

masyarakat. 

Dengan derniltian apabila hendak diganakan instrumen penegakan 

hukum pidana lingknngan hidup, maka hams dipenuhi minimal salab satu 

persyaratan berikut :96 

1. Sanksi hukum administra.si, sanksi hukum perdata, upaya penyelesaian 

sengketa secara alternatif melalui negosiasi/mediasi/musyawarah yang 

dilaknkan di lnar pengadilan setelab dinpayakan tidak efektif, dan/atau 

2. Apabila tingkat kesalahan pelakn relatifberat, dan/atau 

3. Apabila akibat perbuatanaya relatifbesar, dan!atau 

4. Apabila perbuatannya menimbulkan keresaban masyarakat. 

9' Bambang Poemomo, Asas~Asas Hukum Pidana, Jakarta; Ghalia Indonesia, 1991, haL 

96 Syahrul Machmud., Penegakan HuJ.:um Lingkungan Imkmesia, Asas Subsitliarilas dan 
Asas Precautionary Dalam Penegakan Hukum Pit/ana Lingkungan, Bandung ; Mandar Maju, 
2007, hal.49. 
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Apabila dicermati, undang-undang ini mengbendaki terhadap 

perbuatan pencemaranlperusakan lingkungan hidup dimana kesalahan 

pelaku relatif tidak berat (ringan), akibat perbuatan pelaku dampaknya • 

terhadap lingkungan relatif tidak besar (kecil saja), dan pe<buatannya tidak 

mengakibatkan masyarakat resah, maka penerapan hukum pidana hams 

ditangguhkan terlebih dahulu sampai penerapan hukum administrasi, hukum 

perdata dan penyelesaian sengketa secara musyawarah dinyatakan sudah 

tidak efektif lagi. Artinya pendayagunaan instrnmen pidana ini adalah 

sebagai cahang (bukan pekok) atau berupa tambahan atau pengganti. 

Tujuan akhir dari . kebijakan kriminal/pelitik kriminal adalah 

perlindungan masyarakat dengan menggunak:an sarana penal atau non penal. 

Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 bertujuan 

untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup, kesahatan dan keselamatan 

nyawa manusia sehingga dapat rnenunjang kebijakan pembangunan 

berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Untuk itu, kriminalisasi 

di bidang lingkungan hidup mengakibatkan pelanggaran terhadap ketentuan

ketentan dalam undang-undang te:rsehut dapat dikenai sanksi pidana. 

Dengan kata lain, bentuk kebijakan !criminal di bidang lingkungan hidup 

adalah menggunakan sarana penal, Namun di sisi lain, dengan adanya 

penerapan asas subsidiarita.<; dalam undang-undang ini, penggunaan.sarana 

non penal juga dimungkinkan. Bahkan dalam hal-hal tertentu seperti yang 

telah diuraikan sebelumnya1 penggtmaan sarana non penallebih diutamakan. 
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PENDAYAGUNAAN HUKUJ\f PIDANA LINGKUNGAN 

DAN KAITANNYA DENGAN PENERAPAN ASAS SUBSIDIARITAS 

Penegakan hukum linglrungan atau penyelesaian kasus-kasus 

pencemaran/perusakan lingkungan hidup dapat ditempnh melalui beherapa 

instrumen, yaitu : 

1. Melalui hukum administra.si. 
' 2. Melalui hulrurn perdata. 

3. Melalui altematif penyelesaian sengketa seperti mediasi, negosiasi dan 

sebagainya. 

4. Melalui hukum pidana. 

Penjatuhan pilihan terhadap inslrumen penegakan hukurn yang mana yang 

akan digunakan dalam menyelesaikan suatu perkara lingkungan hidup tentunya 

harus dilakukan dengan melihat kasus per kasus. Dengan berdasarkan prinsip 

bahwa hukum lingkungan sebagian besar adalah berisi norrna~nonna hukum 

administrasi, maka penggunaan hukum pidana dalam menyelesaikan perkara 

linglrungan hidup hendaknya dilakukan sebagai sarana terakhir. Atau dengan kata 

lain bahwa pengganaan hukum pidana hams memperhatikan asas subsidiaritas. 

Hal ini rnembawa pengaruh tersendiri terhadap pendayagunaan sanksi 

hulrurn pidana di bidang lingkungan hidup. Bab ini akan membahas dan 

menganalisa pengaruh asas subsidiaritas terhadap pendayagunaan hulrum pidana 

di bidang lingkungan hidup dan penerapan asas subsidiaritas dalarn hukum 

lingkungan di masa yang akan datang. 
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A. Pengaruh Asas Subsidiaritas Terhadap Pendayagunaan Hokum Pidana 

Lingkungan 

Subsidiaritas berasal dari Bahasa Belanda subsidiair (subsider). 

Berdasarkan Kamus Hukum Indonesia, subsider mempunyai makna sebagai 

pengganti, tambahan.97 Asas subsidaritas terdapat dalam penjelasan umum 

Undang-UndangNo. 23 Tahun 1997, yangberbunyi: 

"Sebagai penunjang hokum administrasi, berlakunya ketentuan 
hukum pidana tetap memperhatikan asas subsidiaritas, yaitu bahwa 
hokum pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi bidang 
hukwn lain, seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata, dan 
altematif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif 

· dan/atau tingk:at kesalahan pelaku relatif berat danlatau akibat 
perbuatannya relatif besar dan/atau perbuatannya menimbulkan 
keresahan masyarakat". 

Dengan demikian, Dengan demikian, sanksi pidana dalam Undang

Undang No. 23 Tahun 1997, difungsikan sebagai subsidiaritas, di mana 

penggunaan instrumen penegakan hukum pidana lingkungan, baru dapat 

dilakukan hila memenuhi salah satu persyaratan sebagai berik:ut :98 

1. Sanksi hukum administrasi, sanksi hukum perdata, upaya 

penyelesaian sengketa secara altematif melalui 

negosiasi/mediasi/musyawarah di luar pengadilan setelah 

diupayakan tidak efektif. 

2. Tingkat kesalahan pelaku relatifberat. 

3. Akibat perbuatan pelaku pelanggaran relatif berat. 

4. Perbuatan pelaku pelanggaran ketentuan perundang-undangan 

lingkungan hid up tersebut menimbulkan keresahan rnasyarakat. 

Inilah yang dimaksudkan dengan penerapan hukum pidana tetap 

memperhatikan asas subsidiaritas. Dengan kata lain penggunaan hukum 

pidana bersifat ultimum remedium terhadap pencemaran atau perusakan 

lingkungan yang bersifat tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, dan I 

atau ak:ibat perbuatannya relatif tidak besar, dan I atau perbuatannya tidak 

97 BN. Marbun, Kamus Hu!..-um Indonesia, Jakarta : Puslaka Sinar Harnpan, 2006, hal. 24. 
98 Marsudin Nainggolan, Fungsi Pemidanaan Alrernatif Dalam Kebi_jakan Penegakan 

Hukum Lingkungan, Jakarta : Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas 
Jayabaya, 2007, hal. 208. 
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menimbulkan keresahan masyarakat. Akan tetapi untuk kesalahan pclaku 

relatif berat dan I atau perbuatannya rclatif besar, dan I atau perbuatannya 

menimbulkan keresahan masyarakat, maka peran hukum pidana bukan lagi 

ultimum remedium akan tetapi sudah primum remedium (utama atau 

pokok).99 

Namun Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tidak memberikan 

batasan yang togas terhadap perbuatan yang bagaimana yang termasuk 

kategori perbuatan yang relatif berat atau ringan, akibat yang bagaimana 

yang dikategorikan sebagai akibat yang barat, dan kriteria apakah yang 

dapat dijadikan tolak ukur bahwa masyarakat resah atau tidak. Hal ini 

menyebabkan timbulnya berbagai macam persepsi dan penafSjran yang 

berbeda-beda terhadap penerapan asas subsidiaritas . Para pakar hukum 

pidana juga terpecah pendapatnya menjadi dua tentang apakah sanksi hukum 

pidana terhadap perusakan danlatau pencemaran lingkungan merupakan 

sanksi pidana yang bersifat ultimum remedium atau bersifat premium 

remedium, 

Terdapat empat penafsiran terhadap asas subsidiaritas dalam 

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, yaitu ='00 

I. Prosedur pidana sebagai prosadur pamungkas 

Prosedur pidana didayagunakan untuk pelanggaran lingkungan hidup 

hanya setelah prosedur adminislrasi, hukum pcrdata, dan altematif 

penyelesaian sengketa gaga! atau tidak efektif untuk mencapai tujuan 

penegakan hukum lingkungan hidup. Hukum pidana ditempatkan murni 

sebagai senjata pamungkas atau ultimum remedium setelah basil 

pemberlakuan sanksi-sanksi hukum lain tidak efektif untuk kasus yang 

barsangkutan. Jadi, tidak dibenarkan untuk menggunakan prosedur 

hukum pidana tanpa didahului prosedur lain (prosedur adminislrasi, 

w Syahrul Machmud, Penegal«tn Hukum Linglamgan Indonesia, Asas Subsidiarilas dan 
Asas Precautionary Dalam Penega!u:m Hukum Pidana Lingkungml, Bandung ; Mandar Maju, 

•. 2007,hat51. 
100 Muzakkir, A.spek Hukum Pidana Dalam Peianggaron Lingkungan Hidup, dalam 

Abdurrahma.n dkk, Jfukum dan Lfngkungan Hidup di !ndanesia 75 Tahun Prof, Dr, KoeJnadi 
JianJjasaemanlri, SH,ML., dalam Marsudin Nainggolan. Fungsi Pemidanaan Altcmarif Dalam 
Kebijakan Penegakan Hukum Lingbmgan, Jakarta; Disertasi Program Doktor tlmu Hukum Pasca 
Sarjana Universitas Ja-yabaya, 2007. 
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perdata atau altematif penyelesaian sengketa lingkungan hldup ). 

Disamping itu, masih ditambah lagi syarat-syarat lain yang bersifat 

altemati11kumulatif, yaitu tingkat kesalalian pelaku relatif berat, akibat 

perbuatllnnya relatif besar dan/atau perbuatannya menimbulkan 

keresahan masyarakat. 

2. Sanksi pidana sebagai sanksi altematif 

Prosedur pidana dipergunakan scbagai sanksi altematif apabila prosedur 

penyelesaian melalui altematif penye!esaian sengketa gaga! dan sanksi

sanksi lain dinilai tidak akan efektif danlatau tingkat kesalahan pelaku 

relatif berat, akibat perbuatannya relatif besar, dan/atau perbuatannya 

menimbulkan keresahan masyarak.at. J adi~ untuk menggunakan sanksi 

pidana tidak perlu menjatuhkan sanksi~sanksi lain, cukup berdasarkau 

pengalaman pada penerapan sanksi pada kasus-kasus sebelumnya dinilai 

tidak efuktif Oleh karena itu, cukup beralasan kalau masih juga ada 

pelanggaran lingkungan hidup, dipergunakan prosedur pidana. Mungkin 

akan dirasakan tidak adil bagi pe!anggar yang dikenakan sanksi pidana 

sebagai sanksi lebih berat dibandingkan dengan sanksi lain yang 

dikenakun kepada pelanggar sebelurnnya. 

3. Sanksi pidana sebagai sanksi kumulatif 

Dalarn hal ini, prosedur pidana dan penjatuban sanksi pidana 

didayagunakan sebagai sanksi yang dikumulasikan dengan sanksi-sanksi 

lain. Kumulasi sanksi pidana dengan sanksi lain dimu.ngkinkan apabila 

sanksi-sanksi lain tidak efuktif dan/a tau I) tingkat kesalahan pelaku 

relatif ·berat; 2) akibat perbuatan relatif besar; dan/atau perbuatannya 

menimbulkan keresahan masyarakat. Asas subsidiaritas ditalllirkan 

secara sempit yakni sebagai syarat untuk mengakumulasikan prosedur 

pidana atau sanksi pidana dengan sanksi-sank:si lain. 

4. Sanksi pidana sebagai sanksi alternatifyang berdiri sendiri 

Berbeda dengan penafsiran sebelumnya, penafuiran yang keempat ini 

menempatkan prosedur pidana dan sanksi pidana sebagai ·· sanksi 

aiternatif. yang berdiri sendiri. Maksudnya penggunaan prosedur dan 

sanksi pidana tidak dihubungkan dengan sanksi cabang hakum lain. 
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Prosedur pidana ditempuh apabila memenuhi syarat, baik alternatif 

maupun -kumulatif; I) tingkat kesalahan pelakn relatif berat; 2) ak:ibat 

perbuatan relatif besar; 3) perbuatan pelaku menlmbulkan keresahan 

masyarakat 

Muzakkir menyarankan agar penafiiiran kedua lebih tepa! digunakan, 

proaedur pidana dapat dipergunakan apahila berdasarkan atas pengalarnan 

dalarn penegakan hukum Jingkungan sebelumnya yang menggunakan 

prosedur adminlstrasi danlatau pcrdata tidak efaktif dan Ielah mernenuhi 

salah satu syarat dari ketiga syarat Kala "tidak efektif' yang ditujukan pada 

sauksi bidang hukum lain menunjukkan bahwa sauksi bidang hukum lain 

barns dipergunakan lebih dahulu untuk membuktikan bahwa sanksi hukum 

lain tidak efektif 101 

Jika dicennati, terdapat penafsiran yang tumpang tindih antara 

penafsiran pertama yaitu prosedur pidana sebagai prosedur pamungkas 

dengun penafsiran ketiga yaitu sanksi pidana sebagai sauksi kumulatif. Hal 

tersebut dikarenakan antara penafslran pertama dengan penafsiran ketiga 

sebenarnya menitikberatkan kepada hal yang sarna yaitu ketidakefektifan 

sanksi hukum lainnya sebagai syarat untuk diterapkannya hukum pidana. 

Dalarn hal ini penulis lcbil1 cenderung kcpada penafsiran yang pertama 

dimana sanksi pidana digunakan sebagai upaya terakhir apabila sanksi 

hukum lainnya tidak efektif kbususnya temadap pelanggaran-pelanggaran 

dimana ke..alahan pelakn relatif ringan, tidak menimbulkan akibat yang 

besar dan tidak menimbulkan keresahan masyarak:at. 

Menurut Siti Sundari Rangkuti, berdasarkan penelitian masalah 

berbagai sanksi dalarn hukum lingkungau berkesimpulan bahwa bagian 

terbesar dari hukum lingkungan merupakan hukum adrninlstrasi negara, 

karena itu sanksi administratif sangat penting bagi keberhasilan pengeloJaan 

lingkungan hidup. Sanksi pidarw bukanlah merupakan pemecahan utarna 

dalam penanggulangan masalah pencemaran lingkungan, tapi hanya 

merupakan ultimum remedium. 102 --
101 lbid, 
IOZ Siti Sundarl Rangkuti, Sanksi PidaM Dalam Hukum Lingkungan, Fakultas Hukwn 

Erlangga, 198:4, hal. 28-29, 
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Mardjono Reksodipu!ro, dalam makalahnya "Perkembangan Delik, 

Delik Khusus Dalam Masyarakat Yang Mengalami Modemisasi", dalarn 

kaitannya dengan fungsionalisasi sanksi hukum pidana sebagsi salah satu 

sarnna pencegahan pencemaran lingkungan hidup, menyatakan sebagai 

berikut : 103 

a. Sanksi pidana dalam delik pencemaran linglrungan hidup, mungkin 

banya akan merupakan pennnjang saja terhadap sanksi administratif 

yang ada serta tuntutan ganti kerugian yang dapat diajnkan alas dasar 

kerugian-kerugian yang diderita. 

b. Ancaman pidana dapat diperuntukksn bagi mereka yang sengaja 

me!anggar kelentuan-ketentuan pencegahan pencemaran yang berakibal 

membahayakan kesehatan dan bagi mereka yang melaknkan 

pengu!angan pelanggaran. 

c. Pidana denda harus dapat dijatuhkan terhadap perusahaan berupa 

korporasi dan pidana penjara bagi pengurus yang bertanggung jawab 

alas terjadinya pelanggaran. 

Sedangkan Munadjat Danusaputro justru berkesimpulan, ternyata 

upaya penangkalan dan penanggulangan kasus-kasus perusakan lingknngan 

melalui "jalan pengadilan" itu lebih memberikan kejelasan dan kepastian, 

berlangsung secara lebih cepat daripada cara-cara yang lain. Sudah banyak 

terjadi, di mana soal penanggulangan dan penangkalan suatu kasus 

perosakan lingknngan yang dilaknkan diluar pengadilan berlangsung 

bertahun-tahun tanpa kepastian. Jalan administrasi yang mengandalkan 

kemampuan keserasian keija sama antar instai)Si terkait ternyata kerap 

mengecewakan bahkan menimbulkan keputusasaan. Karena prosesnya 

sangat lama dan larnban, pihak-pihak yang berkepentingan sering tidak tahu 

secara jelas bagaimana proses penyelesaiannya. Oleh karena itu jalan 

pengadilan atau jalan yuridis (the juridical way), merupakan jalan yang 

paling efaktif dalam menangkal kssus-kasus perusak lingknngan. 104 

lo>! Mardjooo R<lksodiputro, Tinjauan Terhadap Perkembaogan DeJik-Dclik Khusus 
IT.dam Masyarakat Yang Mengalami Modemisasi, dalam Syahrul Machmud, Penegakan B:ukum 
Lingkungan Indonesia, Asas Subsidiaritas dan Asas Precautionary Dalam Penegakan Hukum 
Pidana ~kungan, Bandung : Mandai: Maju. 2007. hal. 143. 

"" 
1 Syahrul Machmud, Op. Cit, hat 143. 
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Sanksi pidana sebagai sanksi subsider atau sebagai ultimum 

remedium dalam masalah pencemaran lingkungan hidup menimbulkan 

beberapa ke!emahan, diantaranya : 105 

a. Pada umumnya proses perkara perdata reJatif memerlukan waktu yang 

cukup lama, karena besar kemungklmm pihak pencemar akan mengulur

ulur waktu sidang atau waktu pelaksanaan eksekusi dengan cara 

mengajukan banding atau kasasi, sementara pencemaran terus juga 

ber!angsung dengan sega!a macam akibatnya. 

b. J angka waktu pemulihan sulit dilakukan dengan segera, memerlnkan 

waktu yang cukup lama. 

c. Dengan tidal< menerapkan sanksi pidana, tidal< menutup kemungkinan 

pencernar atau pencemar Jain yang potensial untuk tidak melakukan 

pencemaran, dengan kata lain {'deference eJect" (efek pencegahan) dati 

sanksi-sanksi lain tidal< dapat diharappkan dengan baik. 

d. Penerapan sanksi administrasi dapat mengakibatkan penutupan 

perusahaan industri yang membawa akibat pula kepada para peketja, 

penganggnran akan menjadi bertambah, dapat menimbulkan kejahatan 

dan kerawanan sosial ekonomi lainnya. 

Perbedaan pen;epsi yang te!jadi da!arn menangani perkara di bidang 

lingkungan hldup ini, merupekan salah satu sumber kesulitan dalam 

menegakkan hokum pidana lingkungan. Perbedaan persepsi dad eparat 

penegak hokum terhadap penerapan asas subsidiaritas yang dianut dalam 

hukum lingkungan dapat dilihat dalam perkara pencemaran Teluk Buyat di 

Kahupaten Minabasa, Sulawesi Uwa oleh PT. Newmont Minahasa Raya. 

PT. Newmont Minahasa Raya adalah perusabaan asal Denver, 

Arnerika Serikat, yang bergerak di bidang penambangan emas yang 

mengarnbil !okasi penarnbangan di Desa Ratatotok Selatan Keearnatan 

Ratatotok Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. PT. Newmont Minahasa 

Raya dan Direktumya Richard Bruce Ness telah didakwa melaknkan 

--pencernaran teluk buyat karena membuang limbah tailing (lumpur sisa 

w~ Hamdan, Op. Cit., haL Ht 

Universitas Indonesia Kebijakan Legislatif..., Medi Iskandar Zulkarnain, FH UI, 2009



58 

penghancuran batu tarnbang) ke perairan Te1uk Buyat. Jaksa Penuntut 

Umum mendakwa PT. N ewmont Minahasa Raya dengan dakwaan :106 

Primair: me1anggar Pasal41 ayat (I) jo. Pasa145, Pasal 46 

ayat (!), dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

!997. 

Subsidair: me1anggar Pasa1 43 ayat (I) jo. Pasal 45, Pasa1 

46 ayat (l ), dan Pasal47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

1997. 

Lebih Subsidair: me1anggar Pasa1 42 ayat (1) jo. Pasa145, 

Pasal 46 ayat (!),dan Pasal47 Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 1997. 

Lebih Subsldair lagi : melanggar Pasal 44 ayat (!) jo. Pasal 

45, Pasa146 ayat (1), dan Pasal47 Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 1997. 

Sedangka:n khusus untuk direktumya Richard Bruce Ness, didakwa : 

Primair : melanggar Pasal 41 ayat (I) Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 1997. 

Subsidair : melanggar Pasal 43 ayat (I) Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 1997. 

Lebih Subsidair : me1anggar Pasal 42 ayat (1) Undang· 

Undang Nomor 23 Tahun 1997. 

Lebih Subsidair 1agi : melanggar Pasal 44 ayat (I) Undang

Undang Nomor 23 Tahun 1997. 

t!l6 Penggurumn istilab primair, subsidair, lebili subsidair dan leblh subsidair lagi daJam 
Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum merujuk kepada bentuk surat dakv.'i1an prlmain"subsidair 
alau bentuk dakwaan pengganti. Bentuk surat dakwaan terse but dipllih dalam hal terdapat keragu~ 
raguan mengenai perbuatan mana yang paling tepat didakwakan terhadap terdakwa. Bentuk sumt 
dakwaan ini bertujuan untuk menjaring lerdakwa agar tidak lepas dari pertanggungjawaban atas 
perbuatannya dengan cara membuat urotan dar± dakwaan yang terberat (primair) sampai kepada 
dakwaan yang paling ringan (lebib subsidair lagi). Apabila dakwaan pritmtir telah terbukti. maka 
dakwaan subsidair dan leblh subsidair serta lebih subsidair lag! tidak perlu dibuktik.an lagi. Namun 
apabila dak:waan primair tldak terbukti, maka !erdakwa masih dapat dijerat dengan membuktikan 
dakwaan subsidair dan seterusnya Dengan demikian penggunaan istilah tersebut mempunyai 
pengerti:an yang beibeda dengan pengertian asa.s subsidiaritas dalam Undang;-Undang NO. 23 tabun 
1997 Tentang: Penge!olaan Lingkungan Hidup. 
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Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut disandarlcan pada Berita 

Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik 

Mabes Polri Nomor Lab : 4171/KTF/2004 Tanggal 27 September 2004, 

dimana hasilnya menyimpulkan : 

1. Sampel air !aut Teluk Buyat telah melebihi ambang batas 

Baku Mutu sesuai dengan Lampiran Ill Keputusan Menteri 

Linglrungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang Baku 

Mutu Air Laut Untuk Biota Laut. 

2. Tailing terdakwa PT. Newmont Minahasa Raya telah 

menuruukan kualitas .air !aut Teluk Buyat. . 

3. Sludge dari sedimen pond terdakwa PT. Newmont Minahasa 

Raya telah menurunkan k:ualitas air sungai Buyat. 

4. Sanunpel Biota Laut dari Teluk Buyat Ielah terkontaminasi 

Logam Merkuri (Hg) dan Logam Arsen (As}. 

5. Warga Dusun Buyat Ielah terkontarninasi Logam Merkuri 

(Hg) dan Arsen (As). 

Akan tetapi dikarenakan basil penelitian yang dilakukan oleh Pusat 

Laboratorium Forensik Mabes Polri terhadap air laut Teluk Buyat tersebut 

bertentangan dengan hasil pene!ilian lainnya yang dilakukan oleh 

Laboratorium ALS, WHO I Institut Minamata, Tim Kementerian Negara 

Lingkungan Hidup, Tim lndepenen Pernerintah Sulawesi Utara, Tim Audit 

Kesehatan Masyarakat Departemen Kesebatan, hasiJ.penelitian Dermarologi 

Universitas Sam Ratulangi, dimana keselurohannya pada intinya 

menyatakun bahwa tidnk terdapat kerusakan I pencemaran air !ant Teluk 

Buyat, Majelis Hakim Pengadilan Negari Manado memutuskan bahwa PT. 

Newmont Minahasa Raya dan Direktumya Richard Bruce Ness tidak 

terbukti bersalah melakukan peneemaran dan membehaskan terdakwa dari 

semua dakwaan. 

Terlepas dari berbagai kontraversi yang timbul akibat putusan 

Majelis Hakim tersebut, hal menarik yang perlu dicermati adalah bahwa 

dalarn pertimbangan putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa dalam 

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan 
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Hidup, yang merupakan dasar pokok Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 

dalam perkara ini dikenal beberapa prosedur penyelesaian perselisihan I 

sengketa yeltu : 

I. Penyelesaian secara Huk:um Administrasi. 

2. Penyelesaian secara Hukum Perdata. 

3. Penyelesaian secara Mediasi I ADR 

4. Penyelesaian secara Hukum Pidana. 

Proses penyelesaian perseHsihan I sengketa tersebut dikenal sebagai Asas 

Subsidiaritas yang merupakan asas hukum yang bersifut spesifik dalam 

penegakan hukum .lingkungan di Indonesia. Asas Subsidiaritas 

menempatkan hukum pidana sebagai ultimum remedium dengan pengertian 

bahwa pelaksanaan kewenangan hukum pidana untuk melakukan 

penyelidikan, penyidikan. pemeriksaan dan menjatuhkan hukuman akan 

dilakukan bilamana sarana lain telah diupayekan dan gaga]. 

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa PT. Newmont Minahasa Raya 

tidak: pemah mendapat teguran I peringa.tan dan sanksi administrasi 

bedkaitan dengan pengelolaan dan pamantauan lingkungan bidup terhadap 

limbah tailing yang merupakan limbah PT. Newmont Minahasa Raye. 

Sedangkan penegakan bakum secara perdata telah diselesaikan dan 

dituangkan dalarn bentuk Goodwill Agreement (perjanjian itikad baik) yang 

telab ditandatangaru antara PT. Newmont Minahasa Raya dengan 

Pemerintah Indonesia yang diwak.ili Menteri Koordinator Kesejahteraan 

Rakyat (Aburizal Bakrie) tanggal 16 Februari 2006. Selain itu, dalam 

kontrak karya yang merupakan aturan khusus antara Pemerintab Republik 

Indonesia dengan PT. Newmont Minabasa Raya telab disapakati kalau 

seandainya tez:jadi perselisiban maka akan diselesaikan secara mediasi atau 

arbitrase yang merupakan pilihan hukum yang harus diterapkan terlebih 

dahulu sebelum melangkab ke proses huknm yang terkait dengan 

lingknngan hldup. Dengan demikian tidak terdapat alasan bahwa sankai 

hukum administrasi, hukum perdata dan mediasi I ADR telah dijatnhkan dan 

telah tidak efektif I gaga! ditaati oleh PT. Newmont Minahasa Raye. 
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Berrlasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dapa! diketahui 

bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado berpendapat bahwa 

penggunaan instrumen pidana terbadap perkara PT. Newmont Minahasa 

Raya telah melanggar asas subsidiaritas yang dianut oleh Undang-Undang 

No. 23 Tahun 1997. Majelis hakim nampaknya melihat bahwa pmsedur 

penyelesaian perkara pidana bendaknya dilaknkan setelah bentuk prosedur 

penyelesaian lainnya seperti administrasi dan perdata serta mediasi/ADR 

telah terlebih dahulu dilaknkan. Terlebih lagi, telah ada proses penyelesaian 

melalui hukum perdata yang dituangkan dalam bentuk Goodwill Agreement 

(perjanjian itikad baik) yang telah ditandatangani antara PT. Newmont 

:Minahasa Raya dengan Pemerintah Indonesia yang diwakili Menteri 

Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Aburizal Bakrie) tanggal 16 Februari 

2006. Dalam kasus ini, berdasarkan asas subsidiaritas, majelis hakim 

melihat bahwa pmsedur lainnya itu belum dioptimalkan sehingga tidak bisa 

langsung meloncat pada penyelesaian secara pidana. 

Berkaitan dengan pendayagunaan sanksi pidana dalam penegak:an 

hukum lingkungan, Bambang Prabowo Soedan;o menyatakan bahwa : 107 

1. Hukum lingkungan dalam konsorsium ilmu Hukum Indonesia 

mernpakan bagian dari Hukum Administrasi Negara di mana bobot 

utama lebih banyak mengatur norma-nonna hukum adminlstrasi. 

Tetapi dalarn hukum administrasi dibolehkan apabila tetjadi 

pelanggaran bisa diterapkan sanksi jenis hukum lain yaitu sanksi 

perdata dan sanksi pidana. 

2. Oleh sebab itu, main goal (tujuan utama) hukum lingkungan adalah 

adanya penaatan hukum terhedap kaedah-kaedah hukum administrasi 

antara lain berupa masalah perizinan, standarisasi, baku mutu 

lingkungan, baku mutu limbah, dan aturan-aturan lain berkaitan 

dengan hukum administrasi. 

3. Oleh sebab itu, apabila seseorang atau badan hukum melanggar hukum 

administrasi ini, barns dilihat : 

Ln
7 Wa'WallCara dengan Dr. Bambang Prnbowo Soodarso, S.H.Mes, Hari Selasa tanggal2 

Juni 2009, Jakarla. 
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a. Apakah dampaknya hanya terhadap hal-hal yang sifatnya 

administrasi semata. 

b. Apakah menimbulkan kerugian harta benda atau tidak. 

c. Apakah perbuatan melawan hukum itu berkaitan dengan human 

being beserta ekosistem tern pat ia tinggal. 

Dengan demikian, manakala ada perbuatan yang melanggar 

ketentuan administrasi yang berkaitan dengan izin dan tidak. menimbulkan 

kerugian secara perdata atau tidak menimbulkan bahaya terhadap kesehatan 

jiwa maupun terhadap lingkungan sekitar tidak perlu menerapkan sank:si 

hukum perdata apalagi sanksi hukum pidana. 

Memperhatikan uraian-uraian terdahulu, jelaslah bahwa kurangnya 

penjelasan terhadap penerapan asas subsidiaritas telah menimbulkan 

kesulitan tersendiri dalam penegakan hukum lingkungan khususnya dalam 

penerapan sanksi pidana. Jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan 

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, aparat penegak hukum harus meneliti 

terlebih dahulu dengan berbagai pertirnbangan tentang sanksi apakah yang 

terlebih dahulu seharusnya diterapkan (apakah sanksi hukum administrasi, 

sanksi perdata atau melalui altematif penyelesaian sengketa lainnya atau 

langsung menerapkan sanksi pidana). Yang menjadi masalah selanjutnya 

adalah tidak adanya kriteria tertentu yang dapat dijadikan acuan dalam 

menentukan kapan dan dalam hal apa dapat dikatakan bahwa sanksi hukum 

administrasi, hukwn perdata, altematif penyelesaian sengketa dinyatakan 

tidak efektif serta siapa yang berwenang menyatakan bahwa sanksi-sanksi 

tersebut telah tidak efektif. 

Hukum lingkungan memang berbeda dengan jenis hukum lainnya, ia 

tidak saja berada dalam lingkup hukum administrasi (karena menyangkut 

perizinan), tetapi juga bisa rnenyangkut hukum pidana dan hukum perdata. 

Luasnya pilihan ini di satu pihak. rnenimbulkan keleluasaan, tetapi dilain 

pihak juga mengakibatkan kesulitan baik penegak hukwn maupun para 

pencari keadilan. Kesulitan yang dapat terjadi adalah, pada setiap kasus 

harus diadakan pilihan aspek mana dari aspek administrasi, pidana dan 

perdata yang ak:an merupakan sarana paling efektif untuk menegakkan 
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hukum lingkungan. Bisa saja dalam tindakan refresif, diambil ketiga aspek 

tersebut sekaHgus, dengan memperbatikan tata urutan dari bemacam-rnacam 

tindakan itu. Tetapi dilihat dati akibat yang timbul, misalnya dari sudut 

pencari keadilan yang mungkin rnembutuhkan rehabititasi~ secepat mungkin 

penegak hukum dihadapkan pada pilihan altematif.103 

Jika melihat rumusan dati Pasal 41 ayat (I) UU No. 23 Tahun 1997 

yang berbunyi : 

Barang siapa yang secara rnelawan hukum dengan sengaja 
melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau 
perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara 
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 
500.000.000,00' (lima ratus juta rupiah). · · · 

dan rumusan dari Pas a! 42 ayat (I), yang berbunyi : 

Barangsiapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang 
mengakibatkan pencemaran danfatau perusakan lingkungan hiidup, 
diancam dengsn pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan 

· denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

Maka dapat disimpulkan bahwa kedua pasal tersebut menekankan kepada 

timbulnya akibat yaitu tercemamya atau rusnknya lingkungan hidup. 

Dengan dernikian jelas bahwa rumusan delik yang terdapat di dalam Pasal 

41 dan Pasal 42 tersebut merupakan rumusan delik materiel 

Sedangknn apabila dilihat dari rumusan Pasal 43 ayat (1) yang 

berbunyi: 

Barangsiapa yang dengan melanggar ketentuan perundang
undangan yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuat zat, 
energi danlatau komponen Jain yang berbahaya atau beracun 
masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam 
air permukaan, melakukan impor, ekspor, rnemperdagangkan, 
mengangknt, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi 
yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk 
menduga bahwa perouatan tersebut dapat menimbulkan 
pencemaran danfatau perusakan lingkungan hidup atau 
membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam 
dengan pi dana penjara paling lama 6 ( enam) tahun dan denda 
paling ban yak Rp. 300.000.000,00 (liga ratusjuta rupiah). 

dan rumusanPasal44 ayat (I) yang berbunyi: 

108 Niniek Suparni, Pele$tantm, Pengefolaan linn Penegakan Hukum Lingkultgan, 
Jakarta·: SinarGrafika, 1994, hal.l63. 
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Barangsiapa yang dengan melanggar ketentuan perundang
undangan yang berlaku, karena kealpaannya melakukan perbuatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, diancam dengan pidana 
paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 
100.000.000,00 (seratus lima puluhjuta rupiah). 

Maka dapat disimpulkan bahwa Pasal43 dan Pasal44 merupakan rumusan 

delik fomril yang lebih menekankan -kepada unsur perbuatan yang dilarang 

yaitu perbuatan melepaskan atau membuat zat, energi danlatau komponen 

lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke daJam tanah, ke 

dalarn udara atau ke dalarn air permukaan, melakukan impor, ekspor, 

memperdagangkan, mengang1cut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan 

instalasi yang beroabaya, baik yang dilakukan dengan sengaja maupl.Ul 

yang dilakukan karena kealpaan. 

Delik materiel diatur dalam Pasal 41 - 42, yang intinya mcngatur 

tentang pengelolaan huk:um terhadap ornng perorangan atau badan huk:um 

yang telah melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang mengakibatkan 

tercemamya atau rusaknya lingkungan. Tercernar atau rusaknya 

lingkungan secara kasat mata da_pat dilihat dati adanya perubahan wama 

air, bau air. matinya makhluk hidup di air atau biota air, berakibat bahaya 

bagi manusia seperti keracunan dan sebagainya. Tentunya akurasi tentang 

teJah tercemar atau rusaknya lingkungan perlu rnelalui pengkajian yang 

lebih ilmiah melalui laboratorium yang telah ditetapkan oleh masing

masing Gubemur. D~gan demikian penggunaan delik materiel pada 

penegakan huknm pidana di bidang lingkungan berarti telab tetjadi 

pencernaran dan I atau kerusakan lingkungan. Dengan demikian berakibat . 

masyarakat telah resah karena alam lingkungannya yang rusak atau 

tercemar, dan tentunya perbuatan pelaku relatif berat.109 

Pasal 41 dan 42 adalah jenis lindale pidana yang tidak tergantung 

pada huk:um adminidstrasi (bersifat mandiri), atau diistilahkan dengan 

Administrative Independant Crime (AIC). Berdasarkan konsep AIC, 

perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana tanpa hams 

melihat ada/tidakuya terlebih dabulu pelanggaran administratif. AIC lebih 

100 SyahruJ Machmud. Op. Cit. ~~1. 52. 
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memiliki nuansa perlindungan daya dukung lingkungan karena fakta tidak 

semua hahan yang digunakan dalam kegiatan produksi yang kernudian 

berbentuk limbah telah diketahui tingkat risiko atau dampaknya, sehinggu 

tidak semua bahan (substances), terutama bahan berbahaya dan beracun, 

telah dijadikan obyek regulasi pemerintah.110 

Berbeda halnya dengan delik formil sebaguimana diatur dalam Pasal 

43 - 44, yang intinya mengutur tentang upaya preventif atau pencegahan 

agar tidak teljadi pencemaran atau perusakan lingkungan. Karena yang 

dilarang adalah bukan alam atau Iingkungan telah tercemar atau telah 

rusak, tetapi yang dilarang adalah pelepasan atau pembuangan limbah ke 

alam bebas di atas baku mutu lingkungan yang telab ditetapkan oleh 

masing-masing Gubemur melalui Surat Keputusannya. Perbuatan atau 

tindakan mernbuang Iimbab di alas bakn mutu lingkungan yang telab 

ditentukan itu bukan Ielah berakibat tercernar atau rusaknya lingkungan. 

Hanya saja pelakn telah melanggar ketentuan hukum administrasi 

(ketentuan pembuangan limbah). Tentunya perbuatan pelaku ini bukan 

tennasuk kategori perbuatan yang relatifberat, belum berakibatberat bagi· 

lingk:ungan dan belum ada masyarakat yang resah. Dari uraian di atas 

maka fungsi hukum pidana bersifat ultimum remedium atau last resort 

dikenakan pad a delik fonnil.1 11 

. Pasal 43 dan 44 merupakan jenis tindak pidana yang tergantung 

dengan hukum administrasi atau diisitilahkan Administrative Dependant 

Crime (ADC). Jenis ADC mengandung pengertian bahwa kriminalisasi 

pencemaran atau perusakan lingkungan . tergantung pada ada/tidaknya 

pelangguran hukum administrasi (seperti pelangganan izin atau baku mutu 

limbah). Apabila terjadi suatu kondisi di mana lingkungan rusak atau 

tercemar ak:an tetapi tidak: ada baku mutu standar atau izin yang dilanggar, 

maka ketentuan ADC sebaguimana diatur dalam Pasal 43 dan 44 tidak 

dapat diterapkan.112 

un Mas Acbmad Santosa, ·Good Governance dan Hukum Longkungtm, Jakarta : ICEL, 
2001, haL 242, 

111 Syahrul Machmud, Op. Clt, haL 52-53. 
m Mas Achmad Sanlosa, Op. Ct't, hal. 242. 

Universitas Indonesia Kebijakan Legislatif..., Medi Iskandar Zulkarnain, FH UI, 2009



66 

Perumusan delik formil dalam UU No. 23 Tahun 1997, didasarkan 

kepada pengalaman pada saat berlakunya UU No. 4 Tahun 1982, Penuntut 

Umum mengalami kesulitan dalam melakukan pernbulctian pada delik 

materieL Oleh karena itu untuk memudahkan tugas Pemmtut Umum dalam 

pembuktian diadakanlah delik fermi! ini, karena cukup diambil sampel 

dari limbah yang dibuang oleh suatu kegiatan atau industri untuk diukur di 

laboratorium. Manakala limbah yang dihuang tersebut berada di atas 

arnbang batas baku mutu yang ditentukan maka pelaku sudah dapat dijerat 

dengan hukuman pidana. 

Dengan menganggap bahwa ketentuan hukum Iingkungan 

merupakan aturan khusus (lex spesialis) maka ketentuan·ketentuan yang 

terdapat dalam Undang·Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat 

dilaksanakan dengan mengabaikan aturan umum dalam KUHAP (derogat 

lege generalis), oleh katena itu as:as subsidiaritas ini hams ditegakkan {lex 

spesialis derogat lege generalis), terhadap kejahatan atau pelanggaran 

pencemaran danlatau perusakan lingkungan hidup tertentu. O!eh karenanya 

penegakan hukum pidana yang bersifat subsidiaritas terhadap pencemaran 

danlatau perusakan lingkungan, khususnya terhadap pelanggaran Pasal 43 -

44 Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan suatu 

prosedur (prosedure design) yang bersifat imperatif Dan oleh karenanya 

apabila aparat penegak hukum tidak melaksanakan prosedure design ini, 

khusus terhadap pasal tersebut maka tindakan dari aparat penegak hukum 

tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum. 113 

Sementara Hamra! Hamid menyatakan bahwa dalani masalah 

penanggalangan pencemaran lingkungan, proses perkara pidananya dapat 

didahulukanldiutamakan pelaksanaannya dalam hal-hal sebagat berikut: 

a Upaya-upaya dan sanksi-sanksi administratif yang dijatuhkan tidak 

. meredakan kebandelan tersangka, pelanggaran yang dilakukannya 

bahkan kian meningkat. 

113 Syahrol Machmud, Op. Cit, haL 57. 
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b. Tidak ada faedabnya lagi menernpuh jalan penindakan administratif 

maupun perdata, karena perusakanlpencemaran yang tetjadi sudah 

tidak mungkin dapat diperbaiki lagi. 

c. Tidak ada pilihan penindakan selain pidana. 
' 

d. Penindakan melalui proses pidana, tindakan yang sangat strategis 

untuk menangkal pelalru pen.cemaran lainnya. 

e. Penundaan penindakan tersangka melalui proses pidana secara 

psikologis dapat menjatubkan wibawa hnkum dan wibawa pemerintab. 

f. Pelanggaran yang teJjadi sebagai basil kolusi dengan oknum-oknum 

pejabat setempat :.yang menyi?%gil_ng perasaan masyarakat atau 

menyebalkan masyarakat. 114 

Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan sebagai akibat kurangnya 

penjelasan tentang penerapan asas subsidiaritas dalarn Undang-Undang No. 

23 Tahun 1997 tersebut, khususnya dalam hal penuntutan yang dilakukan 

oleh Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Agung telah mengeluarkan Pedoman 

Teknis Yustisial Penanganan Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup 

yang tertuang dalam Lampiran Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana 

Umum Nom or : B-60/E/Ejp/0 112002. Berdasarkan pedoman tersebut 

dinyatakan bahwa kegiatan penegakan hukum pidana terhadap suatu tindak 

pidana lingkungan hidup baru dapat dimulai hila telah dilaksanakannya 

tindakan hnkum tersebut di bawah ini : 

1. Aparat yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif sudah 

menindak pelanggar dengan menjatuhkan suatu sanksi administratif, 

na:mun penjatuhan sanksi administratif tersebut tidak mampu 

menghentikan pelanggaran yang teljadi, atau 

2. Antara perusahaan yang melakukan pelanggaran dengan pihak 

masyarakat yang menjadi korban akibat teijadi pelanggaran, sudah 

diupayakan penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif di luar 

pengadilan dalarn bentuk musyawarah/perdamaian/negosiasilmediasi, 

namun upaya yang dilakukan menemui jalan buntu1 dan atau litigasi 

mellllui pengadilan, namun upaya tersebut juga tidak efektif, baru 

114 Hamrat Hamid, Pedonum Penegakan Hukum Lingkungarr Kepidanaan, Jakarta : 
Kejaksaan Agung Rl, 1991. 
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kegiatan penyidikan dapat dimulai!instrumen penegakan hukum pidana 

lingkungan hldup dapat digunakan. 

Kedua syarat asas subsidiaritas dalam bentuk upaya tersebut di atas 

dapat dikesampingkan, apabila dipenuhi tiga syarat I kondisi tersebut di 

bawahini: 

1. Tingkat kesalahan pelaku relatifberat. 

2. Akibat perbuatanuya relatifbesar. 

3. Perbuatan pelanggar menimbulkan keresahan masyarakat. 

Penentuan terpenuhi atau tidakuya syarat I kondisi tersehut seyogyanya tidak 

diten~kan secara sepihak oleh penyidik a tau. penuntut umum. namun harus 

diupayakan adanya statement tertulis dari pejabat instansi teknis sektoral dan 

pimpinan pemerintah daerah yang berwenang, melalui suatu hubungan 

konsultasi dan koordinasi. Di sini sangat diperluka.n sekali adanya 

koordinasi/konsultasi antara aparat penegak hukum dengan aparat teknis 

sektoral dan aparat pemerintah daerah yang kompeten. 

Asas subsidiaritas merupakan penyimpangan terhadap asas legalitas 

yang berlaku dalam penegakan hukum pidana mengenai kejahatan-kejahatan 

komunal yang sehari-hari ditangani oleh Penyldik Polri. Untuk dapat 

mernulai kegiatan penyidikao tindak pidana lingkungan hidup, tidak cukup 

hanya dengan terdapatnya fakta-lhlcta yang lengkap, bukti-bukti pennulaan 

yang cukup dan terdeteksi/teridentifikasinya tersangk:a. Di samping 

dipenuhinya tiga syarat minimal tersehut, untuk dapat memulai kegiatan 

penyidikan tindak pidana lingkungan hidup {yang diatur dalarn UU No. 23 

Tahun 1997) harus terpenuhl pula apa yang dinamakan asas subsidiaritas. 

Untuk meneegah salah paham, perlu digarisbawahl bahwa pada prinsipnya, 

asas subsidiaritas tidak diberlakukan dalam penyidikan tindak pidana 

lingknngan hldup yang diatur di luar UU No. 23 Tahun 1997. 

Lebih lanjut, di dalam Pedoman Teknis Yustisial Penanganan 

Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup tersebut juga diberikan perincian 

hal-hal yang perlu dikoordinasikan/dikonsultasikan oleh penuntut umum 

apabila menerima berkas perkara tindak pidana lingkungan hidup dari 

penyidik, yaitu : 

Unlversltas Indonesia . 
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L Penjelasan tentang aspek-aspek teknis yang terkait dengan perkara 

yang dihadapi. 

2. Disekitar asas subsidiaritas, apakah sudah terpenuhi atau belum. 

3. Mengenai riwayat ketaatan perusahaan tersebut dimasa yang lalu yang 

dapat dibuktikan dengan dolrumen-dolromen basil pengawasan/ 

pemantauan -yang dilekukan oleh instansi yang berwenang!Pernda 

diwaktu yang lalu. 

4. Apakah semua persyaratan teknis dan administrasi (kewajiban dan 

larangan) yang tercantum dalam Surat Izin Usaba/Kegiatan sudab 

ditaati dan se!anjutnya upeyakan untuk mendapatkan fotocopy dari 

Sural lzin Usabanya danjika ada juga folocopy Sural lzin Pembuangan 

Limbab kelinglrungan. 

5. Motifkejahatan I tindak pidana linglrungan yang dilaknkan. 

6. Potensi dampak sosial yang sudah atau yang mungkin akan timbul. 

7. Hubungan kerja sama antara perusahaan dengan warga masyarakat 

. yang bermukim disekitar perosabaanlkepedulian perusabaan terhadap 

kebutuban I penderitaan masyarakal disekitarnya. 

8. Sengketa yang pemab timbul dengan masyarnkst selempat dan 

penyelesaiannya. 

9. Saksi ahli dengan disiplin ilrnu yang bagabnana yangdiperlukan, nama 

disertai dengan gelar kesarjanaannya, agarna dan alamat tempat tinggal 

dan alamat peke!jaannya, dll. 

Dalam hal ini tidak tertutup kemungkinan Kejaksaan juga ekan 

menggunak:an dua kewenangannya dalam menangani pe!kata lingkungan, 

yakni menuntul pidana dan mewakili pemerintlfu menuntut ganti kerugian 

secara keperdataan. Wewenang mana yang akan dipergunakan tergantung 

pada kasusnya, kalau perlu dapat dilekukan tuntutan sekaligus dua, pidana 

dan perdata. Dengan rnelihat secara kasus per kasus adalab nntuk 

menentukan sanksi mana yang paling lepat, sebab kalau dirasa hukuman 

administrasi saja sudab cukup maka tidak-pedu lagi hulruman pidana ... 
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Secara teoritis, ada beberapa patokan yang dapat dipergunakan. Jika 

pelanggaran dilakukan dengan kesengajaan. rnisalnya~ maka disarankan 

supaya pelakunya dituntut secara pidana. Terlebih-lebih jika perbuatan telah 

dilakukan berulang-ulang (residivis), serta dirasakan masyarakat telah 

melanggar rasa keadilan. Sebaliknya, jika kesalahan tidak sengaja dan barn 

pertama kali diperbuat, lebih tepat dipergunakan hakum administrasi. 

Hukuman adminstrasi ini dapat berbagai rupa, dati mulal yang ringan yakni 

teguran, sampai yang terberat berupa pencabutan izin. Segi lainnya adalah 

dengan melihat akibat dari suatu perbuatan, apakah kerusakan atau 

pencemaran lingkungan beralcibat sangat hebat (serius) atau hanya ringan 

saja. Semua ini menjadi pertimbangan bagi aparat penegak hukum untuk 

memilih hakuman yang patut dipikul oleh seseorang. 115 

Menurut penulis, pemyataan dianutnya asas subsidiaritas secara 

tegas dalam Penjelasan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, harus 

dibarengi dengan pengaturan secara rinci tentang bagaimana penerapan asas 

tersebut dalarn hal teijadi pelanggaran terhadap ketentuan UULH. 

Pengecualian terhadap asas subsidiaritas dengan hanya merumuskan kriteria 

secara umum, yaitu : 

1. Tingkat kesalahan pelaku~relatif berat; 

2. Akihat perbuatannya relatifbesar; 

3. Perbuatan pelanggar menimbulkan keresahan masyarak~t; 

belumlah cukup mernadai, karena dalarn tataran aplikatif, sangat diperlukan 

aturan pelaksanaan yang sangat jelas dan rinci yang dapat mencegah 

timbulnya penafsiran yang beroeda-beda dalam mernakuai ketentuan 

tersebut 

Penulis sependapat dengan Syahrul Maebmud, bahwa kewajiban 

penerapan asas subsidiaritas diberlakakan hanya terhadap Pasal 43 dan 44. 

Sedangkan dalarn hal teljadi pelanggaran terhadap Pasal 41 dan 42, maka 

asas subsidiaritas dapat dikesampingkan dan sanksi hukum pidana dapat 

languung didayagunakan sebagai premium remedium. Hal ini dikarenakan 

pelanggaran terbadap Pasal 43 dan 44 belum menimbulkan akibat 

IU Ibid, hal 163-164. 
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pencemaran/perusakan lingkungan hid up tetapi masih dalam taraf melanggar 

ketentuan adminlstrasi~ sehingga wajar jika diterapkan sanksi administratif 

terlebih dahulu. Artinya kesalahan pelaku masih re!atif ringan, dampak 

perbuatannya masih relatif kecil dan perbuatannya belum menimbulkan 

keresahan masyarakat. Berbeda halnya dengan pelanggaran terhadap Pasal 

41 dan. 42. Karena kedua pasal ini mensyaratkan timbulnya akibat 

pencemaran/perusakan lingkungan hidup, artinya pelanggaran terbadap 

kedua pasal tersahut merupakan suatu kesalahan yang berat, menimbulkan 

darnpak yang besar dan dapat menimbulkan keresahan masyarakat yang 

bennukim di dalam lingkungan hidup yang telah mengalami 

peneemaran!perusakan. Dengan demikian, sanksi hukum pidana harus lebih 

didayagunakan. 

Hal ini s'<ialan dengan tujuan dari kebijakan hukum pidana, yaitu 

memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-nndang, tetapi juga 

kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada 

penyelenggara atau pelaksana putusan pengadiian. Oleh karena itu 

dlperlukan ·adanya suatu penjela."ian dan pengaturan yang lebih rinci terhadap 

penerapan asas subsidiarltas, baik yang dilakukan dengan jalan 

revisi/penyempurnaan terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 

maupun dengan jalan pembuatan peraturan-peraturan pelaksana dari 

undang-undang tersebut. Ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi 

aparat penegak hukum di bidang lingkungan hidup. 

B. Penerapan Asas Subsidiaritas Dalam Hu'kum Lingkungan di Masa 

Yang Akan Datang 

Upaya penyempumaan dan revisi terhadap Undang-Undang No.23 

Tahun 1997 saat ini tengah dilakukan. Upaya tersebut tentunya bertujuan 

agar nantinya penegakan hukum lingkungan dapat lebib erektif dalam 

memberikan perlindungan terhadap kelestarian lingkuugan hidup_ Namun 

hal-ini lak urung menimbulkan berbagai perdebatan dan perbedaan pendapat 

dikalangan ahli hukum. Salah satu hal yang masih diperdebatkan adalah 

Universitas Indonesia Kebijakan Legislatif..., Medi Iskandar Zulkarnain, FH UI, 2009



72 

seputar asas subsidiaritas dalam UUPLH, apakah masih tetap akan 

dipertahankan atau dihilangkan. 

Guru Besar Hukum Lingkungan dari UniverSitas Padjajaran Daud 

Silalahi mengnngkapkan : 

UUPLH mengadopsi asas subsidiaritas dari Primary Jurisdiction 
Doctrine yang dianut oleh negara-negara penganut sistem hukum 
common Jaw. Pei:iimbangan dimasukkannya asas ini dalam UU PLH 
adalah terkait karakteristik dasar kasus-kasus lingkungan :yang sangat 
bergantung pada penilaian keahlian. Kasus lingkungan sulit untuk 
dijabarkan se<:ara hukum apabila tidak dilengkapi dengan 
pertimbangan-pertimbangan ilmiah. Dalarn sistem hukum Amerika, 
kasus lingk:ungan bahkan disebut sebagai II 's more technical rather 

-than legal issue .. Asas subsidiaritas masih 1ayak dan relevan untuk
dipertahankan, 

Dia membantah anggapan yang mengatakan bahwa asas ini menunjukkan 

keberpihakan kepada kepentingan bisnis. Asas subsidiaritas justru 

dimaksudkah agar penyidik lebih hati-hati dalarn penanganan kasus 

lingkungan. Daud yang saat ini terlibat intens dalam perumusan RUU 

peruhahan UUPLH memastikan asas ini akan tetap dipertahankan. Hanya 

saja, pengaturannya akan diperjelas dan lebih komprehensif agar 

penerapannya oleh hakim tidak multitafsir. Agar lehih jelas akan dimuat 

dalam batang tubuh dan penjelasan pasal sehingga dalarn penerapanllya 

hakim tidak memiliki multitafsir. 116 

Berbeda dengan Prof. M. Daud Silalahl, Mas Aclunad Santosa, 

peneliti senior Indonesian Center for Environmetal Law (ICEL) meman(laiig 

perlu menghilangkan asas suhsidiaritas dalam hukum lingkungan. Asas 

subsidiaritas menurutnya sudah old-fashion (kuno}" di Belanda pun juga 

demikian, karena dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, 

pengungkapan kejahatan korporasi tidak bisa lagi menggunakan asas 

suhsidiaritas.117 

Penegakan hukum lingkungan di Belanda, sangat mengedepankan 

model pidana administratif. Latar belakang kebijakan hukum pidana yang 

demikian didasari<an pada kenyataan sulitnya pembuktian tindak pidana 

11~ htmdlwv.:Y<;,!luiD.tmon1ine..s;om!detail.asp?1lF 17067 &cFBerita 
111 http://aza.mui. wgrdprQSS.cQID{2007/Q7/04las.as·subsidinrltas-daJam-uu-pokok~ 

lingkungan-hidup-p lh/!tmgre-1 24 
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lingkungan hidup seperti yang saat ini dihadapi oleh Indonesia. Oloh karena 

itu, dibuatlah peraturan yang mengkriminalisasi tindakan-tindakan 

administrasi yang dianggap melanggar hukum. 

Model penegakan hukum dengan mengoptimalkan penerapan pidana 

administrasi ini memiliki banyak keuntungan, antara lain: 

1. Akan memudahkan bagi penegak hukum dalam melakukan pembuktian 

perkara disehabkan bentuk rumusan delik yang dibuat pada umumnya 

adalah delik fonnil; 

2. Pada hakikatnya kotika perbuatan-perbuatan dalam rangka persiapan 

untuk melakukan perbuatan pencernaran dan atau perusakan lingkungan 

hidup dlkriminalisasi menjadi suatu perbuatan pidana yang berdiri 

sendiri, maka kita telah selangk:ah lebih m~u dalam mencegah 

terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup; 

3. Dengan efek pencegahan sejak dini maka niat pelaku bisnis untuk 

melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup demi 

pertimbangan ekonomi dapat lebih ditakan, apalagi dengan sanksi-sankai 

dalam bentuk denda diyakini lehih berdayaguna dalam mematikan motif 

ekonomi ini; 

4. Dengan model penegakan hukum pidana administratif tersebut, maka 

kita dapat menuntun kepada terciptanya rezim anti pencemaran dan 

perusakan lingkungan hidup; 

Rancangan Revisi KUHP yang tengah digodok Pemerintah 

rencananya akan mengubah paradtgma penegakan hukum lingkungan, yakni 

dengan menghapus asas subsidiaritas. Seperti diketahui, rezim hu]f:um 

lingkungan di Indonesia khususnya dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup menganut asas subsidiaritas. Artinya apabila 

te!jadi tindak pencemaran Jingkungan maka urutan proses hukumnya adalah 

proses hukum adminlstrasi, huk:um perdata, mediasi, dan terakhir hukum 

pidaua. 
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Rudy Satriyo Mukantardjo, ahli hukum pidana dari Universitas 

Indonesia, dalam acara Diskusi Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan SDA 

dalam Berbagai UU Sektoral dan Upaya Kodifikasinya ke dalam Revisi 

KUHP, menyatakan :"' 

Kalau kemudian Revisi KUHP menjadi KUHP, maka prinsip dalam 
UU Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menomorsekiankan hokum 
pidana akan terhapus atau dengan kala lain yang akan dikedepankan 
adalah hukum pidananya. Konsokuensinya apabila ada kasus 
penccmaran atau perusakan lingkungan m.ak~ ~ekanisme yang 
digunakan adalah mekanisme hukum pidana. Sementara, mekanismc 
hukum lainnya bam akan diterapkan setelah mekanisme hukum 
pidana sudah dijalankan. Perubahan paradigma ini didasrui oleh 
-falrta bahwa selama ini pencemaran dan perusakan lingkungan 
membawa dampak yang cukup besar bagi kebidupan manusia. 

Hal tersebut dikarenokun Tindak Pidana Lingkungan Hidup telah 

dimasukkan di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

yaitu dalam Buku Kedua Bab VII tentang Tindak Pi dana Yang 

Membahayakan Kearnanan Umum Bagi Orang, Barang dan Lingkungan 

Hidup. 

Terlepas dati adanya perbedaan-perbedaan pendapat mengenai upaya 

pembaharuan hukum lingk:ungan tersebut di atas1 dalam perumusan 

kebijakan hukum pidana di bidang !ingkungan hidup di masa mendatang, 

heodaknya selalu diingat bahwa kerugian dan kerusakan lingkungan hidup 

tidak hanya yang bersifat nyata (actual harm), tetapi juga yang bersifat 

ancaman kerusakan potensial, baik terhadap lingkungan hidup rnaupun 

kesehatan umum. Hal ini disebabkan kerusakan tersebut seringk:aH tidak 

seketika timbul dan tidak dengan ·mudah pula untuk dikuantifikasi, 

Sehubungan dengan itu, untuk generic crime yang relatif berat, sebaikuya 

memang diromuskan sebagai lindak pidana malruiil, dalam hal ini akibatnya 

merupakan unsur hakiki yang harus dibuktikan. Namun, untuk tindak pidana 

yang bersifat khusus (spesific Cl'ime) yang melekat pada bukum 

adminidstrasi dan relatif lebih ringan5 maka perumusan bersifat formal tanpa 

menunggu pembuktian alribat yang terjadi dapai dilakukan. Sikap batin 

yang menjadi elemen tindak pidana tersebut dapat rnencakup perbuatan 

118 htm;/Lhukumonline.comldetail.asp?id= 16251 &cl-Bcti!J 
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sengaja (dolus knowingly), sengaja dengan kemungkinan (dolus eventua!Lr, 

recklesness) dan kealpaan {culpa, negligence). 119 

Tindak pidana lingkungan hidup yang dikategorikan sebagai 

administrative penal law memberikan kesan ringannya peibuatan tersebut. 

Oleh karena itu, perlu diadakan pembaharuan terutarna terhadap tindak 

pidana yang menyebabkan pencemru:an/perusakan lingkungan hidup. Dalam 

hal ini fungsi hukum pidana lingkungan hidup bersifat menunjang 

ketentuan-ketentuan dan sanksi-sanksi administratif untuk dapat ditaatinya 

norma-norma hukum adrninistrasi dalru:n rangka pengelolaan lingkungan 

hidup perlu diperbaharui rnenjadi fungsi hukum pidana yang bersifat 

mernberikan perlindungan lingkungan hidup dari pernuatan pencernaran. 

Hal ini sesuai dengan hasil-hasil dari kongresikonvensi di bidang 

lingkungan hidup pada tingkat intemasional, yaitu Kongres PBB tentang 

pencegahan k~ahatan dan pernbinaan para pelaku (1995) rnenghasilkan 

resolusi yang perlu diikuti negara-negara PBB. 

Hukwn Pidana memegang peranan penting dalam perlindwtgan 

Hngkungan ·terutama dalam kasus-kasus toxic waste dumping 

for profit, 

- · Agsr tindak pidana lingkungan dimasukkan dalarn KUHP, 

Agar dihentuk penyidik dan penuntut umum yang khusus 

menangani lingkungan hidup, 

Perkembangan hukum lingkungan di tingkat intemasiooal tersebut dapat 

dijadikan landasan untuk merumuskan kebijakan hukum pidana lingkungan 

yang bertujuan mernberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup itu 

sendiri dan bukan hanya sebagai penunjang hokum adnrinidstrasi. 

Memperhatik:an uaian-uraian sebelumnya, maka jelas1ah dengan 

tidak adanya penjelasan yang rinci terhadap penerapan asas subsidiaritas 

dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, Ielah menimbulkan silang 

pendapat dari berbagai pihak terutarna para ahli hukurn. Oleh karena itu, 

penulis berpendapat, dalarn upaya perumusan kebijakan hukum pidana di 

119 Y. Buruma, Penyidikan Kasus~Kasus Li11gkungan, Kekhavlaliran Mqsa Kini 
(Pemikiran Mcngenai Jlukum Pidana Ling!.:-ungan Dalam Teorl &Praktek), Bandung ~PT. Citra 
AdityaBhakti,1994, hal, 299.-
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bidang lingkungan hidup di masa yang akan datang, perlu diadakan 

penyempumaan da1am pengaturan masalah asas·subsldiaritas. Hal ini perlu 

dilakukan untuk rnenjamin kepastian prosedur dalam penegakan hukum 

lingkungan. 

Menurut penulis, penjelasan umum Undang-Undang No. 23 Tahun 

1997 tersebut perlu dijabarkan lebih lanjut dalarn peraturan pelaksanaannya 

dengan memuat penjelasan tentang : 

L Kapan dan dalam kondisi seperti apa, sanksi administrasi dan sanksi 

perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak 

efektlf. 

2. Siapa yang berwenang menyatakan sank:si administrasi dan sanksi 

perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak 

efektif. 

3. Kesalahan yang bagaimana yang dikategorikan sebagai kesalahan yang 

relatifberat. 

4. Aklbat yang bagaimana yang dikategorikan sebagai akibat berat. 

5, Kondisi masyarakat yang bagaimana yang dikategorikan resah. 

Terhadap Pasal 43 dan 44 juga perlu ditetapkan sebagai pasal-pasal 

yang wajib memperhatikan penerapan asas subsidiaritas, sedangkan Pasal 41 

dan 42 perlu ditetapkan sebagai pengecualian dari asas subsidiaritas dan 

pelanggaran terhadap Pasal 41 dan 42 dapat langsung diterapkan saaksi 

hukum pidana. Dengan begitu, akan lebih memberikan kepastian dalarn 

prosedur penanganan perkara pelanggaran UULH. 

Selain·itu, dalam rangka penyusunan RUU PLH yang baru, tidak ada 

salahnya model pidana administratif seperti yang diterapkan dalarn Hukum 

Lingkungan Belanda, lebih dijadikan sebagai pertimbangan untuk 

dikembangkan sebagai model penegakan hukum lingkungan di Indonesia 

daripada berpikir untuk tetap mempertahankan a tau tidak asas subsidiaritas. 

Dengan memperhatikan perkembangan intemasional di bidang 

hukum lingkungan, menurut Muladi di sarnping penjatuhan saaksi pidana 

kemerdekaan (imprisonment) berupa penjara ataupun kurungan, perlu 

diterapkan pulajenis-jl?nis saJ.Iksi finansj~, seperti penjatuhan pidana denda, 
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sanksi bisnis {penutupan usaha milik pelakn yang dipergunakan dalam 

rangka menjalank:an tindak pidana seperti pencemaran- atau perusakan 

Hngkungan hidup) dan sanksi reparatif seperti kompensasi terltadap korban 

atau masyarakat yang menderita sebagai akibat dari pencemaran atau 

perusakan lingknngan hidup dan perbaikan lingkungan yang harus dilakukan 

atas kerusakan yang ditimbu1kan baik secara aktual maupun secara potensial 

akan timbul di kemudian hari. Hal ini) berdasarkan atas pengalaman bahwa 

tindak pidana lingknngan biasanya dilalrukan oleh seseorang atau badan 

hukum (korporasi) dalana rangka menjalakan penJsabaan industri maupun 

. melakukan pengelolaan atau eksploitasi terhadap sumber-sumber kekayaan 

alam baik yang hayati maupun non hayati. Modus dilakukannya tindak 

pidana Iingkungan berupa perbuatan pencemaran maupun perusakan 

lingknngan hidup itu yaitu atas dasar alasan-alasan ekonomis (meJ1jalankan 

suatu usaha) dan dalam kerangka aktifitas bisnis. '"' 

Memang disadari bahwa permnusan tindak pidana lingknngan yang 

le!Jlerinci yang menyangkut segi-segi lingkungan hidup ini adalab tdak 

mudah. Sebab materi mengenai bidang lingkungan sangat luas, mencakup 

segi-segi dari ruang angkasa sampai ke peru! bmni dan dasar lau~ dan 

meliputi sumber daya manusia., sumber daya alarn hayati, smnber daya alam 

non hayati dan sumber daya buatan. Bidang yang demikian luas tidak 

mungkin diatur secara lengkap dalam satu undang-undang, tetapi 

memerlukan seperangkat peraturan perundang-undangan dengan arah dan 

ciri yang serupa. 121 

120 Muladi dalam Absori, Penegakan Hukwn Lingkungan & Antisipasi Dai<Wt Era 
Perdagwtff,n Bebas, Surnk.arta: Muhammadiyah University Press., 2000, hal. 63. 

1 Koesnadi Hardjasoemantri dalam Hamdan, Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan 
Hidup. Bandung: Mandar Maju. 2000, bai. 41. 
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A. Kesimpulan 

BABIV 

PENUTUP 

Berdasarkan uaraian-uraian terdahulut kesirnpulan darl beberapa 

permasalahan yang dibahas dalam tulisan in~ adalah : 

l. Masalah pokok dalam kebijakan huknm pidana adalah perl:matan apa 

yang saharusnya dijadikan sebagai tiildak pidana dim sanksi apa yang 

sebaiknya dikenakan kepada pelanggamya. Kebijakan legislatif 

mengenai kriminalisasi di bidang lingknngan hidup dalam Undang

Undang No. 23 Tahun 1997 dapat ditemukan dalam BAB IX 

mengenai Ketentuan Pidana di Bidang Lingknngen Hidup yang 

tertuang dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 44. Perbuatan yang 

dijadikan sebagai tindak pidana dalam undang-undang ini adalah 

perbuatan pencemaran/perusakan lingkungan hidup dan perbuatan~ 

perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku 

yang dapat berpotensi menimbulkan pencemaranlperusakan 

lingknngan hidup. Sedangkan sanksi yang dikanakan terhadap 

pelanggar adalah sanksi pidana berupa penjara dan denda. 

2. Rumusan delik dalam UUPLH ini terdiri dari delik materiel dan delik 

furmil. Rurnusan delik materiel terdapat dalarn Pasal 41 dan Pasal 42, 

yaitu peibuatan menimbulkan pencernaranlperusakan lingknngan 

hidup. Unsur terpenting dalam delik ini adalah timbulnya akibat 

berupa pencemaranlperusakan lingknngan hidup, Delik ini juga tidak 

tergantung pada ketentuan administrasi yang terdapat dalam izin 

(administrative independent crime). Sedangkan rumusan delik formi1 

dapat ditemukan dalam Pasal 43 dan Pasal 44, di mana unsur .. .-
terpenting dalarn delik ini adalah peibuatan, yaltu perbuatan 

melepaskan atau membuang zat, energi, danlatau komponen lain yang 

berbahaya atau beracun, melaknksn impur, ekspur, memperdagangkan, 
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mengangkut, menyimpan bahan berbahaya, dan sebagainya yang tidak 

sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan atau izin. 

Artinya delik ini tergantung kepada ketentuan administratif 

(administrative dependent crime)7 yaitu pelanggaran atas ketentuan

ketentuan yang terdapat dalam izin atau tidak memiliki izin sama 

sekali untuk melakakan suatu kegiatan, merupakan penentu terjadinya 

tindak pidana I delik. 

3. Kriminalisasi dalmn UUPLH tersebut dilakukan berdasarkan beberapa 

alasan pembenar, yaitu : 

a. Perbuatan-p~rbuatan yang rnencemari dan/atau merusak 

lingkungan hidup sebagai karunia dan rahmat Tuban Yang 

Maha Esa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai

nilai keagamaan. 

b. Perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai 

pancasila yang menghendaki adanya keselara.san. keserasian, 

dan keseimban.gan baik dalam hubungan antara manusia denga:n 

Tuhan Yang :M:aha Esa, manusia dengan manusi~ maupun 

manusia dengan alam. 

c. Perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 

yang mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan sebesar

besarnya untuk kemakmuran rakyat yang dapat dinikmati secara 

berkelanjutan dari generasi masa kini hingga ke genorasi yang 

akan datang. 

d. Sebagai alat kebijakan pernerintah yang kbususnya bertujuan 

untuk mengamankan dan mempertabankan kebijakan 

pernbangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. 

4. Kriminalisasi tentunya bertujuan melindungi suatu kepentingan 

hukum tertentu. Dalam hal ini, UUPLH bertujuan melindungi 

kepentingan pelestarian lingkungan hidup. Kepentingan hukum 

-lainnya yang hendak dilindungi melalui kriminalisasi -ini adalah 

kesehatan umum dan nyawa manusia. 
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5. Berdasarkan pertimbangan bahwa hukum lingkungan sebagian besar 

merupakan ketentuan hukum administrasi, hukum pidana dijadikan 

sebagai penunjang hukum administrasi dalarn arti sanksi hukum · 

pidana ban> didayagunakan apabila sanksi hukum administrasi tidak 

efektif. Dengan demikian jelas bahwa Undang-Undang No. 23 Tahun 

1997 menganut asas subsidiaritas. 

6. Kurangnya penjelasan terbadap penerapan asas subsidiaritas dalarn 

undang-undang ini telah menimbulkan kesu!itan tersendiri dalam 

penegakan hukum ltngk:ungan khususnya da1am penerapan sanksi 

pidana. Jika terjadi pelanggaran terharlap ketentuan Undang-Undang 

No. 23 Tahun 1997, aparat penegak hukum hams meneliti terlebih 

dahulu dengan berbagai pertimbangan tentang sanksi apakah yang 

terlebih dahulu sebarusnya diterapkan (apakah sanksi hukum 

administrasi, sanksi perdata atau melalui alternatif penyelesalan 

sengketa lainnya a tau langsung menerapkan sanksi pi dana). Yang 

menjadi masalah selanjutnya adalah tidak adanya krlteria tertentu 

yang dapat dijarlikan acuan dalam menentukan kapan dan dalam hal 

apa dapat dikatakan bahwa sanksi hukwn adrninistrasi, hukum perdata, 

alternatif penyelesaian sengketa dinyatakan tidak efektif serta siapa 

yang berwenang menyatakan bahwa sanksi-sanksi tersebut telah tidak 

efektif. 

B. Saran 

Rurnusan Penjelasan Umum UUPLH yang menyebutkan : "Sebagai 

penunjang hukum administrasi, berlakunya ketentuan hukum pidana tetap 

memperhatikan asas subsidiaritas, yaitu bahwa hukum pidana hendaknya 

didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administrasi 

dan sanksi perdata, dan altematif penyelesaian sengketa lingkungan hidup 

tidak efektif danlatau tingkat kesalahan pelaku relatif berat danlatau akibat 

perbuatannya relatif besar danlatau perbuatannya menimbulkan keresahan 

masyarakat", perlu dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pelaksanrumnya. 

Hal ini dikarenakan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pencemaran 
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danlatau perusakan Iingkungan hidup serta menurunkan kualitas fungsi 

lingkungan hidup semakin lama semakin bertambah banyak dan bervariasi, 

sehingga dikhawatirkan lingkungan hidup akan semakin rusak. Untuk itu 

sebagai upaya melindungi lingkungan hidup, maka pengaturan terhadap asas 

subsidiaritas tersebut perlu disempurnakan sehingga terdapat pedoman 

prosedur dalam penegakan hukum pidana lingkungan. 

Usaha merumuskan pedoman penerapan asas subsidjaritas dalarn 

penegakan hukum lingkungan ini telah dilakukan oleh Kejaksaan Agung 

dengan mengeluarkan Pedoman Teknis Yustisial Penanganan Perkara 

Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang tertuang.dalam Lampiran Surat 

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Urnurn Nomor : B-60fF./Ejp/OI/2002. 

Narnun menurut penulis, dalam padornan tersebut juga perlu ditambahkan 

penjelasan Jebih lanjut mengenai : 

L Kapan dan dalam kondisi seperti apa, sanksi administrasi dan sanksi 

pardata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak 

efektif. Dalarn hal ini, dapat dilihat dari kepatuhan pelaku terhadap 

sanksi yang telah dijatuhkan. Apabila dalam waktu yang telah 

ditentukan) pelaku tidak mengindahkan sanksi administrasi~ sanksi 

pardata dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang 

telah ditentukan, maka dapat dinyatakan bahwa sanksi-sanksi tersebut 

tidak efektif 

2. Siapa yang berwenang menyatakan sanksi administrasi dan sanksi 

perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak 

efektif. Dalam hal ini dapat dilihat dari siapa yang berwenang 

menjatuhkan sanksi tersebut. artinya apabila sanksi administrasi 

dijatuhkan oleh Gubernur atau Bupati, maka pejabat tersebutlah yang 

berwenang menyatakan bahwa sanksi administratif tidak efektif 

3. Kesalahan yang dikategorikan sebagai kesalahan yang relatif berat 

adalah apabila perbuatan pencernaranlpcrusakan lingkungan hidup 

tersebut dilakukan dengan sengaja atau perbuatan dilakukan secara 

betulang-ulang. 
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4. Akibat yang dikategorikan sebagai akibat berat dapat juga ditentukan 

dengan mengadopsi dari definisi pencemaran/perusakan lingkungan 

hidup yang terdapat rlalarn Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, 

sehingga apabila dari basil penelitian laboratorium menyatakan Ielah 

teljadi pencemaran/penurunan kualitas lingkungan, maka hal tersebut 

haruslah dikatcgorikan sebagai peibuatan yang menimbulkan akibat 

yang berat. Sedangkun apabila akibat peibuatan barn dalam taraf 

melarnpaui!melahihi ambang batas limbah yang diperbolahkan 

berdasarkan ketentuan yang berlaku dan belum menimbulkan 

pencemaran_ lingkungan hidup atau belum menyebabkan tunmnya 

kualitas lingkungan hidup, maka tidak dikategorlkan sebagai akibat 

yang berat. 

6. Kondisi masyarakat dikategorlkan resah apabila akibat perbuatan 

tersebut menyebabkan masyarakat tidak lagi dapat hldup normal 

seperti biasanya, Misalnya, da1am hal pencernaran air yang 

menyebabkan masyarakat tidak lagi dapat mencari ikan di sungai!laut. 

Selain itu, menyebabkan masyarakat terjangkit penyakit tertentu akibat 

pencemaran dan dapat juga menyebabkan masyarakat tidak lagi dapat 

berdiam di tempat tinggalnya sebagai akibat dari lingkungannya yang 

telah tercemar. 

Unlversitasln~onesia 

! 

Kebijakan Legislatif..., Medi Iskandar Zulkarnain, FH UI, 2009



DAFfAR PUSTAKA 

Abdurralunan dkk. Hukum dan Lingkungan Hidup di Indonesia 75 Tahun Prof 
Dr. Koesnadi HardJasaemant.ri. SH.,ML. Prograrri Pasca 8arjana 
Universitas Indonesia. 2001. 

Absori. Penegakan Hukum Lingkungan & Antisipasl Dalam Era Perdagangan 
Bebas. Surakarta : Muhammadiyah University Press. 2000. 

Arief, ~Barda NawawL Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung : PT. 
Citra Aditya BaktL 1996. 

Arief. Barela Nawawi. Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hult:um Pidana 
dalam Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum 
UNDIP Semarang. Semarang: BadanPenerbit UND!P. 1995. 

Arief, Barda Nawawi. beberapa hasil lmemational Meeting of Experls on The 
Use of Criminal Sanction in The Protection of Environment 
Internationally Domestically and Regionally". Portland, Oregon. USA. 19 
-23 March 1994. 

Artasasrnita, Romli. Bunga Rampai Kriminologi. Jakarta: Rajawali. 19&4. 

Buruma, Y. Penyidikan Kasus-Kasus Lingkungan. Kekhawatiran Masa Kini 
(Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan Dalam Teori & 
Praktek). Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti. 1994. 

Departemen Kehakiman RI bekeljasama dengan Asosiasi Kriminologi Indonesia 
dan Faku1tas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. KebijakJJn 
Kriminal yang Integratif Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Tindak 
PidanaPerkotaan. 1993. 

Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga. 
Jakarta : Balai Pustaka. 2005. 

Dirdjosisworo, Soedjono. Ruang Lingkup Kriminologi. Bandung : Remadja Karya. 
1984. 

Friedman, W. Law in a Changing Society. New York: Columbia University Press. 
Edisi Kedua. 1972. ·· 

Hamdan. Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup. Bandung Mandar 
Maju. 2000. 

Universitas Indonesia Kebijakan Legislatif..., Medi Iskandar Zulkarnain, FH UI, 2009



84 

Hamid, Hamrat. Pedoman Penegakan Hukum Lingl.ungan Kepidanaan. Jakarta.: 
Kejaksaan Agung Rl. 1991. 

Hanafi, Alnnad. Asas-Asas Hukum Pidana Islam. Cet Keempat Jakarta : PT. 
Bulan Bintang. 1990. 

Hardjasoemantri, Koesnadj, Hukum Tata Lingkungan. Edisi keenam. Yogyakarta: 
Gadjah Mada University Press. 1994. 

Hardjasoemantri, Koesnadi. Hukum Perlindungan Lingkungan Konservasi 
Sumber Daya A/am Hayati dan Elwsistemnya. Edisi Pertama. 'l'ogyakarta; 
Gadjah Mada University Press. 1995. 

Indonesia Australia Spesiali:zed Training Program II Environmental Law & 
Enforcement. In-Australia Training . .Jndonesian Center For Environmental 
Law (ICEL). 2002. 

Koeswadji, Hermien Hadiati. Hukum Pidana Lingkungan. Bandung : PT. Citra 
Aditya Bakti. 1993. 

Lildikuwata, Henkle, Sosiologi Kejahatan Hukum Pi dana Dan Penjahat. Jakarta : 
lnd-Hillco. 1990. 

Machmud, Syaluul. Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Asas Subsidiaritas 
dan Asas Precautionary Dalam Penegakan Hukum Pldana Lingkungan. 
Bandung; Mandar Maju. 2007. 

Marbun, BN. Kamus Hukum Indonesia. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. 2006. 

Moeljatno. Aza.s-Aza.s Hukum Pidana. Jakarta: PT. Bina Cipt. 1986. 

Moeljatno, Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia, Jakarta : PT. Bina 
Akllara. 1985. 

Muladi dan Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung : 
Alumni. 1992. 

Muladi dan Barda Nawawi Arif. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung : 
Alumni. 1992. 

Nainggolan, Marsudin. Fungsi Pemidanaan Alternahf Dalam Kebijakan 
Penegalwn Hukum Lingkungan. Jakarta ; Disertasi Program Doktor llmu 
Hukum Pasca Srujana Universitas.Jayabaya. 2007. 

P. Soemartono, R.M.GatOt. Hukum Lingkungan Indon'isia. Jakarta: Rineka Cipta. 
1996. 

Universitas Indonesia Kebijakan Legislatif..., Medi Iskandar Zulkarnain, FH UI, 2009



85 

Packer, Herbert L. The Limits af Criminal Sanction. Stanford. California 
University Press. 1968. 

Peters, AA.G. dan Koesriani Siswosoebroto. Hukum dan Perkembangan Sosial
Buku Teks Sosiologi Hukum Buku L Sinar Harapan. 1990. 

Poemomo, Bambang. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1997. 

Punrianti dan Moh. Kemal Dannawan. Mazhab dan Penggolongan Teori dalam 
Kriminologi. Bandnng : Citra Aditya Bakti, 1994. 

Rangkuti, Siti Sundari. Sanksi Pidana Dalam llukum Lingkungan. Faknltas 
Hukum Erlangga. 1984. 

-Reksodiputro, Mardjono. Hak asasl manusia dalam sistem peradilan pidana. 
Kumpulan Karangan Buku Ketiga. Edisi Keenam. Pusat Pelayanan 
Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia. 2007. 

Remmelink. Hukum Pidana, Komentar atas Pasal·Pasal Terpenling dari Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dttlam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Jakarta : PT. Gramedia 
Pustaka Utama. 2003. 

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelo!aan 
Lingkungan Hidup. 

Sadli, Saparinah. Persepsi Sosial Perilaku Menyimpang. Jakarta: Bulan Blntang. 
1976. 

Saleh, Roeslan. Beberapa Asas~Asas Hukum Pidana Dalam Persfoktif. Jakarta : 
Aksara Baru. I 98l. 

Saleh, Roeslan. Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana. Jakarta Sinar 
Grafika 1988. 

Saleh, Roeslan. Kebijakan Kriminalisasi dan Dekrimina/isasi : Apa Yang 
Dibicarakan Sosiologi Hukum Dalam Pembaruan Hukum Pidana 
Indonesia. Disampaikan dalam Seminar Kriminalisasi dan Dekriminalisasi 
Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia. Fak.Hukum VII. 15 Juli 
1993. 

Saleh, Roesian. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua 
Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana. Jakarta : Aksara Barn. 1983. 

Santosa, Mas Achrriad. Good Governance dan 'flukum Lingkungan. Jakarta 
ICEL. 200l. 

Universitas Indonesia 

-

I 
' 

Kebijakan Legislatif..., Medi Iskandar Zulkarnain, FH UI, 2009



86 

Soekanto, Soerjono, Krimfnologi - Suatu Pengantar. Cetakan Pertama, Jakarta : 
Ghalia Indonesia. 1981. 

Soekanto, Soeljono. Perspektif Studi 
Rajawali. 1985. 

Hukum Dalam Masyarakat. Jakarta 

Soekanto, Soeljono. Faktor-Faktor Yang Mempenganmi Penegakan Hukum. 
Jakarta: Rajawali. 

. 

Subagyo, P. Joko. Hukum Lingkungan. Masaiah dan Penanggulangannya. 
Jakarta : Rineka Cipta. 1999. 

Sudarto. Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat. Bandung : Sinar Baru. 
1983. 

Supami, Niniek. Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan. 
Jakarta: Sinar Grafika. 1994. 

Suparni, Niniek. Hokum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni. 1981. 

Utrech~ E. Hokum Pidana I. Surabaya : Penerbit Pustaka Tinta Mas. 1986. 

httn://azamul.wordprtt£s.com/2007/07/04/asas-subsidiarjtas-dalam-uu-ookok
lingkungan-hldup-plhl#more-124 

http://www.hukumonline.cqra/detail.asp?id-17067 &cl-Berita 

http:/ lhuku!llilllline.oom/detail, asp?id-162 51 &cl-Berita 

http;l/www.knmjsihukum.go.id/konte.n.pl!p?nama-Artikel&op=detail artikel&id 
::b). 

http:llwww.walhi.or.idlkampan~tambangibuanglimbahl040725 penljtianpencbu 
v•! li/ 

http:l!www.walhi.or.idlkamp;myelcemarlindustri/070728_lumpurlapindo kpl 

Universitas Indonesia 

• 

Kebijakan Legislatif..., Medi Iskandar Zulkarnain, FH UI, 2009




